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RINGKASAN  

 

Rizky Mentari Putri, Hukum Pidana, Fakultas Hukum, Universitas 
Brawijaya Malang, Mei 2021, Perlindungan Hukum Anak Korban 
Kekerasan Seksual Pada Tahap Penyidikan (Studi di Lembaga 
Pendampingan Perempuan dan Anak Bina Annisa dan Kepolisian Resor 
Mojokerto), Dr. Faizin Sulistyo, S.H., L.LM, Milda Istiqomah, S.H., MTCP., 
PhD. 

Pada skripsi ini, penulis mengangkat permasalahan mengenai 
Perlindungan Hukum Anak Korban Kekerasan Seksual. Hal tersebut 
dilatarbelakangi karena anak sangat rentan menjadi korban tindak pidana 
kekerasan seksual, hal ini dikarenakan posisi anak yang lemah dan tidak 
berdaya. Hak anak telah termuat dalam konstitusi negara bahwa anak 
wajib mendapat perlindungan dari kekerasanan fisik, psikis, dan seksual 
baik dari pemerintah, masyarakat, atau keluarga. Kasus kekerasan anak 
masih sangat tinggi. Anak-anak tersebut sangat membutuhkan 
perlindungan hukum untuk menјamin kehidupan mereka yang lebih baik. 
Dalam mewujudkan hal tersebut, perlunya kerjasama antara pemerintah 
dengan masyarakat. LPPA Bina Annisa merupakan lembaga bantuan 
hukum yang berfokus pada perlindungan hukum bagi perempuan dan 
anak. Sedangkan kepolisian sebagai salah satu aparat penegak hukum 
yang merupakan garda depan dalam sistem peradilan pidana. Penelitian 
dilakukan untuk mengetahui dan menganalisis bentuk, prоses, dan 
kendala dalam perlindungan hukum уang diberikan pada anak kоrban 
kekerasan seksual oleh LPPA Bina Annisa dan Unit PPA Polres Mojokerto. 

Penulisan karya tulis ini menggunakan metode penelitian hukum 
sosio legal dengan pendekatan yuridis sosiologis. Penelitian dilakukan di 
LPPA Bina Annisa dan Unit PPA Polres Mojokerto dengan data primer 
yang diperoleh melalui teknik wawancara, sedangkan data sekunder 
diperoleh melalui studi kepustakaan. Data yang diperoleh kemudian 
dianalisis menggunakan metode deskriptif kualitatif. 

Berdasarkan hasil penelitian, bentuk perlindungan yang diberikan 
oleh LPPA Bina Annisa meliputi pendampingan hukum, sosialisasi hukum 
dan kampanye hukum. Sedangkan bentuk perlindungan yang diberikan 
oleh UPPA Unit Mojokerto adalah penyidik perempuan yang tidak 
memakai pakaiaan dinas, identitas korban yang harus dirahasiakan, 
korban mendapat pendampingan dari orang tua atau orang yang 
dipercaya, secepatnya melakukan penanganan pada laporan yang masuk 
pada Unit PPA. Faktor-faktor yang menjadi kendala LPPA Bina Annisa 
yaitu pendataan kasus dan perbedaan pemikiran antara advokat dan 
korban. Sedangkan kendala Unit PPA dalam memberikan perlindungan 
hukum adalah tidak kooperatifnya korban sebagai saksi sekaligus korban 
itu sendiri menyebabkan terhambatnya eksekusi dan menganggap kasus 
kekerasan seksual merupkan hal yang tabu sehingga dapat memperlamat 
proses penanganan perkara di kepolisian. 
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SUMMARY 

 

Rizky Mentari Putri, Criminal Law, Faculty of Law, University of Brawijaya 
Malang, May 2021, Legal Protection of Children Victims of Sexual Violence 
(Study at the Assistance Institute for Women and Children Bina Annisa 
and the Mojokerto Resort Police) Dr. Faizin Sulistyo, S.H., L.LM, Milda 
Istiqomah, S.H., MTCP., PhD. 

The thesis studies the legal protection of children victims of sexual 
violence. The research background of the study is derived from the fact 
that children are very vulnerable to becoming criminal acts victims of 
sexual violence due to the children condition which are weak and 
helpless. The state constitution has set about children’s rights which 
children reserve the right to be protected from any kind of violence for 
instance physical, psychological, and sexual from the government, 
community, or family. These children need legal protection which in 
practice should guarantee their better life. To realize this legal protection, 
the government must cooperate with the community. The Assistance 
Agency for Women and Children of Bina Annisa (LPPA Bina Annisa) is the 
legal aid organization that focuses on legal protection for women and 
children. Meanwhile, the police are one of the law enforcers, are at the 
forefront of the criminal justice system. The study aims to identify and 
analyze the form, process, obstacles, and effort to overcome the 
obstacles in the legal protection given to children victims of sexual 
violence by the PPA Unit of Mojokerto Police and LPPA Bina Annisa. 

The study uses a socio-legal research method with a sociological 
juridical approach. The study is conducted at the PPA Unit of Mojokerto 
Police and LPPA Bina Annisa, in which primary data is obtained through 
interview techniques, while secondary data is obtained through library 
research. The data is analyzed by using the descriptive qualitative 
method. 

The research findings show that the form of protection provided by 
LPPA Bina Annisa include legal assistance, legal socialization and legal 
campaigns. while the form of protection provided by the UPPA Unit of 
Mojokerto is a female investigator who does not wear official attire, the 
identity of the victim must be kept confidential, the victim receives 
assistance from a parent or trusted person, as soon as possible handling 
the report submitted to the PPA Unit of Mojokerto. The factors that 
become obstacles for LPPA Bina Annisa are case data collection and 
differences of opinion between advocates and victims. Meanwhile, the 
PPA Unit of Mojokerto obstacle in providing legal protection is the 
uncooperativeness of the victim as a witness as well as the victim herself 
causing delays in execution and considering cases of sexual violence as 
taboo so that it can delay the process of handling cases in the police.
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. LATAR BELAKANG 

 Anak-anak merupakan generasi penerus bangsa yang akan 

melanjutkan tongkat kepemimpinan di masa yang akan datang. Hal 

tersebut yang melatarbelakangi bahwa anak-anak harus mendapatkan 

perlindungan agar dapat tumbuh dan berkembang secara optimal. 

Dengan memberikan perlindungan terhadap anak, hal ini diibaratkan 

seperti melakukan investasi untuk masa depan kemajuan bangsa.  

 Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang 

perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang 

Perlindungan Anak sebagaimana disebutkan pada pasal 1 ayat (1) bahwa 

anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak 

yang masih dalam kandungan. Menurut konvensi PBB mengenai 

pengertian anak, anak adalah semua orang yang berusia dibawah 18 

tahun. Namun, tidak menutup kemungkinan bagi negara lain dalam 

mengkategorikan usia anak.   

 Anak dipahami sebagai bagian dari warga negara yang wajib 

dilindungi oleh negara. Pemerintah berkomitmen dalam menjamin hak-

hak anak. Banyak jaminan hak yang diberikan kepada anak yang telah 

dituangkan dalam peraturan perundang-undangan seperti Konvensi Hak 

Anak mulai dari pasal 1 sampai 54, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 

Tentang Kesejahteraan Anak, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 

tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang 

Perlіndungan Anak, Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 2002 Tentang 

Rencana Aksi Nasional Penghapusan Eksploitasi Seksual Komersial Anak, 

dan sebagainya.  

 Masalah perlindungan anak menjadi perhatian utama pemerintah 

dalam beberapa tahun terakhir ini. Pemerintah menyadari akan 

pentingnya menjamin hak-hak anak khususnya hak atas perlindungan 

dari segala bentuk kekerasan, fisik, mental dan lainnya. Hal ini 

diwujudkan oleh pemerintah dalam program unggulan Three Ends yang 

digagas oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan 
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Anak sejak tahun 2016 lalu, yaitu End Violence Against Women and 

Children (Akhiri Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak), End Human 

Trafficking (Akhiri Perdagangan Manusia), dan End Barriers To Economic 

Justice (Akhiri Kesenjangan Ekonomi terhadap perempuan).1 Untuk 

mendukung ketiga program penting tersebut diperlukan kerjasama antar 

berbagai elemen masyarakat, baik itu pemerintah, organisasi swasta dan 

masyarakat.  

 Ironinya, anak menjadi salah satu kelompok rentan dalam hal 

tindak pidana di masyarakat. Kondisinya yang lemah secara fisik dan 

psikis dipergunakan oleh pelaku untuk melakukan aksinya dengan 

berbagai cara. Pelaku melakukan aksinya dengan cara mengancam 

hingga pemaksaan. Bentuk ancaman yang dimaksud disini berupa 

tindakan yang menakut-nakuti dengan tujuan korban bertindak sesuai 

dengan keinginan pelaku. Sedangkan bentuk pemaksaan yaitu suatu 

perintah dari satu pihak agar pihak lain mengerjakan sesuatu yang 

diinginkannya.  

Akibat dari adanya tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku, anak 

yang sebagai korban menjadi sangat menderita. Pengertian korban 

menurut Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang 

Perlindungan Saksi dan Korban adalah seseorang yang mengalami 

penderitaan fisik, mental, dan/ atau kerugian ekonomi yang diakibatkan 

oleh suatu tindak pidana.2 Kerugian fisik dapat berupa luka, cacat, 

bahkan kematian. Kerugian psikis dapat mengakibatkan penderitaan 

secara mental yang terganggu, rasa takut yang terus-menerus. 

Sedangkan kerugian ekonomi mengakibatkan keluarga korban harus 

mengeluarkan biaya untuk mengobati kerugian fisik dan/atan psikis 

korban.   

Pada tahun 2018, Kabupaten Mojokerto mendapatkan 

penghargaan Kota Layak Anak (KLA) meraih kategori pratama dari 

                                                           
1 Humas Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak, Press Release : Menteri 

PP dan PA : Three Ends Strategi Mengakhiri Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak  
(Online), https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/read/29/910/press-release-menteri-pp-dan-pa-

three-ends-strategi-mengakhiri-kekerasan-terhadap-perempuan-dan-anak, 2016 (24 Juli 2020) 
2 Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan 

Korban Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64 Tambahan Lembaran Negara 
Nomor 4635 

https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/read/29/910/press-release-menteri-pp-dan-pa-three-ends-strategi-mengakhiri-kekerasan-terhadap-perempuan-dan-anak
https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/read/29/910/press-release-menteri-pp-dan-pa-three-ends-strategi-mengakhiri-kekerasan-terhadap-perempuan-dan-anak
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Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 

Republik Indonesia.3 Penghargaan ini menguatkan pengelolaan 

Kabupaten ini semakin baik dan diakui manfaatnya. KLA merupakan 

upaya pemerintahan Kabupaten/kota untuk mempercepat implementasi 

Konvensi Hak Anak (KHA) dari kerangka hukum ke dalam definisi, 

strategi, dan intervensi pembangunan seperti kebijakan, institusi, dan 

program yang layak anak. Dengan adanya program KLA dari pemerintah 

ini sebagai langkah awal untuk memberikan yang terbaik bagi 

kepentingan anak. Penghargaan ini merupakan bukti bahwa Kabupaten 

Mojokerto berupaya mewujudkan hak-hak anak. Meskipun Mojokerto 

telah mendapat penghargaan sebagai KLA, kasus anak sebagai korban 

tindak pidana masih tinggi. Berikut ini rekapitulasi data kasus tindak 

pidana terhadap anak di Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan 

Perempuan dan Anak Kabupaten Mojokerto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
3
Humas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kabupaten Mojokerto, 

Penganugerahan Kabupaten Kota Layak Anak 2018, 
http://ppid.mojokertoKabupatengo.id/content/penganugerahan-Kabupaten-kota-layak-anak-2018, 2018, (1 
Oktober 2020) 
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TABEL 1 
Rekapitulasi Data Kasus Kekerasan Terhadap Anak Tahun  

2018-2020 dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan 
Perlindungan Anak Kabupaten Mojokerto 

 

No Kekerasan Tahun 

  2018 2019 2020 

1. Pencabulan - 3 - 

2. KDRT 6 4 14 

3. Penganiayaan 1 3 - 

4. Pemerkosaan 2 - 2 

5. Penelantaran 3 2 - 

6. Trafficking 1 - - 

7. Pornografi 2 1 - 

8. Pelecehan 
Seksual 

- 1 1 

9. Kekerasan 
Lainnya 

- 4 5 

 Jumlah 15 18 22 

     Sumber : data sekunder, diolah, tahun 2020 

Berdasarkan prasurvey yang diperoleh, peneliti mendapat data 

tersebut dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 

Kabupaten Mojokerto. Jumlah kasus kekerasan anak sebagai korban 

selama 3 tahun terakhir mengalami peningkatan. Rekapitulasi data diatas 

menjelaskan bahwa kekerasan seksual seperti pencabulan, 

pemerkosaanm dan pelecehan seksual bukan merupakan kekerasan yang 

jumlahnya tinggi akan tetapi kekerasan seksual patut untuk mendapat 

perhatian. 

Contoh salah satu kasus yang terjadi di Kabupaten Mojokerto 

yaitu seorang MAY terhadap anak korban MRAK. MAY melakukan tindak 

pidana tersebut pada tanggal 20 Oktober 2019 yang bertempat di sawah 
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Desa Kepuhanyar Kecamatan Mojoanyar Kabupaten Mojokerto. Berawal 

dari korban sedang bermain disekitar pos ronda kemudian MAY mengajak 

korban ke sawah. Ketika sampai di sawah, MAY meminta korban untuk 

mengulum alat kelaminnya. Awalnya korban menolak namun karena 

mendapat ancaman dari MAY, korban mengikuti perintahnya. Setelah itu, 

MAY memasukkan penisnya kedalam dubur anak korban selama 2 menit. 

MAY melakukan tindakan mengancam kepada anak korban sesuai dengan 

keinginanya berupa tidak diperbolehkan mengatakan kejadian tersebut 

kepada siapapun.4 Ancaman yaitu tindakan menakut-nakuti supaya 

korban bertindak sesuai dengan keinginan dari pelaku.5 Apabila anak 

ketakutan dan kemudian mematuhi perintah pelaku maka ancaman 

tersebut akan terealisasi dalam bentuk tindakan sama halnya kasus 

tersebut. Anak sebagai korban tidak berani melaporkan kasusnya 

terhadap siapapun. Kasus tersebut menjadi bukti bahwa penting adanya 

perlindungan hukum anak korban kekerasan seksual. 

Negara yang diwakilkan oleh aparat penegak hukum merupakan 

aktor yang sangat penting karena memiliki kewenangan dan kemampuan 

dalam memberikan jaminan keamanan bagi korban. Dalam hal 

penyidikan, ada hubungan antara polisi dan pemberi bantuan hukum 

yang mempunyai tugas masing-masing. Kepolisian merupakan garda 

terdepan dalam pelaporan kekerasan seksual seperti harus tegas dalam 

menindaklanjuti laporan kasus. Kepolisian memiliki peran berupa 

kekuasaan umum menangani kriminal di seluruh wilayah negara.  

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang 

perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang 

Perlindungan Anak pasal 73A ayat (1) menyebutkan bahwa dalam rangka 

efektivitas penyelenggaraan Perlindungan Anak, kementerian yang 

menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Perlindungan Anak 

harus melakukan koordinasi lintas sektoral dengan lembaga terkait. 

Dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang 

perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang 

                                                           
4 Putusan Pengadilan Negeri Mojokerto Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2020/PN.MJK, hlm 3-4 
5 Ismantoro Dwi Yuwono, Penerapan Hukum dalam Kasus Kekerasan Seksual 

Terhadap Anak, Yogyakarta, Pustaka Yustisia, 2015, hlm 3 
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Perlindungan Anak yang dimaksud dengan lembaga terkait antara lain 

komisi perlindungan anak indonesia, lembaga swadaya masyarakat yang 

peduli terhadap anak, dan kepolisian.  

Sedangkan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 

2011 Tentang Bantuan Hukum, pemberi bantuan hukum yaitu lembaga 

bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan yang memberi layanan 

Bantuan Hukum berdasarkan Undang-Undang ini.6 Lembaga bantuan 

hukum yang terdapat di Mojokerto yaitu Lembaga Pendampingan 

Perempuan dan Anak (LPPA) Bina Annisa. LPPA Bina Annisa memiliki 

pengalaman dan keahlian mengurusi perkara kekerasan seksual terhadap 

anak serta telah bekerja sama dengan pemerintah. Perlindungan hukum 

yang dilakukan oleh LPPA Bina Annisa merupakan bentuk sukarela untuk 

membantu masyarakat sesuai amanat peraturan perundang-undangan 

yaitu pasal 20 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang 

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang 

Perlіndungan Anak yang menyatakan bahwa:  

Negara, Pemerintah, Pemerintah Daerah, Masyarakat, Keluarga, 
dan Orang Tua atau Wali berkewajiban dan bertanggung jawab 
terhadap penyelenggaraan Perlindungan Anak.7  

Selain itu berdasarkan pasal 72 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 

2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 

Tentang Perlіndungan Anak: 

(1) Masyarakat berperan serta dalam Perlindungan Anak, baik 
secara perseorangan maupun kelompok.  

(2) Peran Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dilakukan oleh orang perseorangan, lembaga perlindungan anak, 
lembaga kesejahteraan sosial, organisasi kemasyarakatan, 
lembaga pendidikan, media massa, dan dunia usaha. 
 

Berdasarkan uraian diatas, anak sangat rentan menjadi korban 

tindak pidana kekerasan seksual, hal ini dikarenakan posisi anak yang 

lemah dan tidak berdaya. Anak memiliki status yang sama selayaknya 

orang lain yaitu sebagai anggota masyarakat. Pemerintah menyadari akan 

                                                           
6 Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Bantuan Hukum 
7 Pasal 20 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlіndungan Anak 
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pentingnya menjamin hak-hak anak khususnya hak atas perlindungan 

dari segala bentuk kekerasan fisik, mental dan lainnya. Dalam 

mewujudkan hal tersebut, perlunya kerjasama dari aparat penegak 

hukum yaitu pemberi bantuan hukum dan kepolisian. Lembaga bantuan 

hukum yang tertuang dalam pasal Pasal 20 dan 72 Undang-Undang 

Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 

23 Tahun 2002 Tentang Perlіndungan Anak. Sedangkan kepolisian 

tertuang dalam pasal 73A ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 

tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang 

Perlindungan Anak. Lembaga bantuan hukum dan kepolisian mempunyai 

kewajiban untuk melindungi korban kekerasan seksual. Dalam 

memberikan perlindungan hukum, lembaga bantuan hukum dan 

kepolisian resor Mojokerto mengalami  hambatan yang menyebabkan 

terhambatnya perlindungan bagi anak korban dalam kasus kekerasan 

seksual. Apabila penanganan bagi anak korban kekerasan seksual salah, 

hal ini memungkinkan korban mengalami reviktimisasi. Dalam mencegah 

terjadinya kemungkinan penyelewengan yang dapat menimbulkan 

dampak negatif bagi anak selama pelaksanaan kegiatan perlindungan 

anak korban kekerasan seksual, maka diperlukan adanya kepastian 

hukum yang diperlukan sejak proses penyidikan. 

Oleh karena itu, peneliti ingin mengkaji bentuk perlindungan 

hukum yang diberikan lembaga bantuan hukum dan kepolisian kepada 

anak korban serta kendalanya. Dilatarbelakangi isu hukum diatas, maka 

patut dibahas lebih jauh lewat sebuah penelitian hukum dengan 

mengangkat judul PERLINDUNGAN HUKUM ANAK KORBAN 

KEKERASAN SEKSUAL DALAM PROSES PENYIDIKAN (Studi di 

Lembaga Pendampingan Perempuan dan Anak Bina Annisa  dan  

Kepolisian Resort Mojokerto) 
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TABEL 2 

Orisinalitas 

No Nama 

Peneliti dan 

asal instansi 

Judul dan Tahun 

Penelitian 

Rumusan Masalah Pembeda 

 

 

1. Rendy 

Ardiansyah, 

Universitas 

Muhammadi

yah 

Surakarta 

Pelaksanaan 

Pemberian Bantuan 

Hukum Secara 

Cumacuma Bagi 

Terdakwa Yang 

Tidak Mampu Di 

Pengadilan Negeri 

Surakarta, 2010 

1. Bagaimana cara 

untuk 

memperoleh 

bantuan hukum 

secara cuma-

cuma ini dalam 

perkara pidana? 

2. Upaya 

optimalisasi apa 

saja yang 

dilakukan oleh 

posbakum di 

Pengadilan 

Negeri Surakarta 

dalam 

memberikan 

bantuan hukum 

secara cuma-

cuma kepada 

terdakwa? 

1. Penelitian ini 

membahas 

mengenai cara 

memperoleh 

bantuan 

hukum secara 

Cuma-Cuma 

dan upaya 

optimalisasi 

posbakum 

sedangkan 

penelitian 

yang 

dilakukan 

peneliti lebih 

berfokus pada 

bentuk 

perlindungan 

hukum yang 

diberikan  oleh 

LPPA Bina 

Annisa dan  

Kepolisian 

Resor 

Mojokerto  

kepada anak 

korban 

kekerasan 
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seksual. 

2. Penelitian ini 

dilakukan 

melalui studi 

empiris di 

Pengadilan 

negeri 

Surakarta, 

sedangkan 

penelitian 

yang 

dilakukan 

peneliti di  

LPPA Bina 

Annisa dan  

Kepolisian 

Resor 

Mojokerto 

2. Muhammad 

Rizo Khalig, 

Universitas 

Negeri 

Semarang 

Bantuan Hukum Bagi 

Korban Kejahatan 

Dalam Proses 

Peradilan Pidana 

(Studi Wilayah 

Hukum Semarang), 

2015 

1. Bagaimana 

pelaksanaan 

pemberian 

bantuan hukum 

oleh Lembaga 

Bantuan Hukum 

kepada korban 

kejahatan? 

2. Bagaimana 

bentuk-bentuk 

pendampingan 

hukum yang 

diberikan 

Lembaga 

Bantuan Hukum 

1. Penelitian ini 

membahas 

tentang 

pelaksanaan 

pemberian 

bantuan 

hukum dan 

bagaimana 

bentuk-

bentuk 

pendampingn

ya sedangkan 

penelitian 

yang 

dilakukan 
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bagi korban? peneliti lebih  

berfokus 

pada bentuk 

perlindungan 

hukum yang 

diberikan  

oleh LPPA 

Bina Annisa 

dan  

Kepolisian 

Resor 

Mojokerto 

kepada anak 

korban 

kekerasan 

seksual.  

2. Penelitian ini 

lebih 

membahas 

korban yang 

telah dewasa 

sedangkan 

penelitian 

yang 

dilakukan 

peneliti lebih 

spesifik yakni 

membahas 

anak korban 

kekerasan 

seksual 

3. I Ketut 

Sasmita Adi 

Perlindungan Hukum 

bagi Korban 

1. Bagaimana 

perlindungan 

1. Penelitian ini 

membahas 
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Laksana, 

Universitas 

Warmadew

a 

Kekerasan Seksual 

terhadap Anak dan 

Perempuan, 2017 

hukum bagi 

korban kekerasan 

seksual terhadap 

anak dan 

perempuan? 

2. Bagaimana 

sistem 

pemidanaan 

terhadap pelaku 

kekerasan 

seksual anak dan 

perempuan? 

tentang 

perlindungan 

hukum 

korban 

kekerasan 

seksual anak 

dan 

perempuan 

serta sistem 

pemidanaan 

terhadap 

pelaku 

kekerasan 

seksual anak 

dan 

perempuan 

sedangkan 

penelitian 

yang 

dilakukan 

peneliti lebih  

berfokus 

pada bentuk 

perlindungan 

hukum yang 

diberikan 

oleh LPPA 

Bina Annisa 

dan  

Kepolisian 

Resor 

Mojokerto 

kepada anak 
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korban 

kekerasan 

seksual. 

2. Penelitian ini 

lebih 

membahas 

mengenai 

korban yaitu 

anak dan 

perempuan 

serta pelaku 

kekerrasan 

seksual 

sedangkan 

penelitian 

yang 

dilakukan 

peneliti lebih 

berfokus 

pada anak 

sebagai 

korban 

kekerasan 

seksual 

3. Penelitian ini 

dilakukan 

melalui studi 

normatif, 

sedangkan 

penelitian 

yang 

dilakukan 

peneliti di 
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Sumber : data sekunder, diolah, 2020 
 

B. RUMUSAN MASALAH 

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan diatas, maka dapat 

dirumuskan masalah sebagai berikut :  

1. Bagaimana bentuk perlindungan hukum anak korban kekerasan 

seksual pada tahap penyidikan? 

2. Apa yang menjadi kendala dalam memberikan perlindungan 

hukum anak korban kekerasan seksual pada tahap penyidikan? 

C. TUJUAN PENELITIAN 

Tujuan dari adanya penelitian dilakukan yaitu sebagai berikut : 

1. Mendeskripsikan dan menganalisis bentuk perlindungan yang 

diberikan lembaga bantuan hukum Lembaga Pendampingan 

Perempuan dan Anak Bina Annisa dan Kepolisian Resor Mojokerto 

kepada anak sebagai korban kekerasan seksual terutama  apabila 

dilihat dari hak-hak yang harus diterima korban pada tahap 

penyidikan 

2. Mendeskripsikan dan menganalisis yang menjadi kendala lembaga 

bantuan hukum Lembaga Pendampingan Perempuan dan Anak 

Bina Annisa dan Kepolisian Resort Mojokerto dalam proses 

memberikan perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban 

kekerasan seksual pada tahap penyidikan 

D. MANFAAT PENELITIAN 

Manfaat dari adanya penelitian ini yaitu terdiri atas manfaat teoritis dan 

manfaat praktis sebagai berikut : 

1. Manfaat teoritis 

lembaga 

bantuan 

hukum LPPA 

Bina Annisa 

dan 

Kepolisian 

Resor 

Mojokerto 
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a. Manfaat dari adanya penelitian ini yaitu memberikan analisis 

tentang perlindungan hukum anak korban kekerasan seksual 

dengan melihat pada aturan yang masih berlaku (das sollen) dan 

membandingkannya dengan pelaksanaan yang ada dilapangan 

(das sein) sehingga dapat diketahui apakah hak-hak yang 

seharusnya didapatkan oleh anak korban kekerasan seksual telah 

dipenuhi oleh lembaga bantuan hukum Lembaga Pendampingan 

Perempuan dan Anak Bina Annisa dan Kepolisian Resor Mojokerto. 

Maka harapan dari adanya penelitian ini yaitu dapat memberikan 

masukan untuk perkembangan ilmu pengetahuan hukum pidana 

khususnya hukum pidana anak dan viktimologi 

b. Sebagai upaya untuk menambah wawasan dan pengetahuan 

dibidang hukum pidana yang berkaitan tentang bentuk 

perlindungan hukum yang diberikan oleh kepolisian dan lembaga 

bantuan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual yang 

berguna bagi dosen, mahasiswa, dan masyarakat. 

2. Manfaat praktis 

Manfaat paktis dari adanya penelitian yang telah dilaksanakan 

ini berguna untuk : 

a. Bagi Penulis  

Sebagai tambahan wawasan dan pengetahuan penulis mengenai 

ilmu hukum khususnya bentuk perlindungan hukum yang 

diberikan oleh lembaga bantuan hukum terhadap anak korban 

kekerasan seksual 

b. Bagi lembaga bantuan hukum dan Kepolisian Resort Mojokerto 

Sebagai masukan dalam upaya penegakkan hukum untuk 

mengatasi berbagai hambatan dalam memberikan perlindungan 

hukum yang diberikan oleh lembaga bantuan hukum dan 

kepolisian resort mojokerto dan terhadap anak korban kekerasan 

seksual sehingga keadilan dapat tercapai dengan mengedepankan 

kepentingan yang terbaik bagi anak 
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c. Bagi Masyarakat  

Sebagai saran untuk memperluas pengetahuan masyarakat 

mengenai kekerasan seksual agar tidak terjadi dalam lingkungan 

mereka  

E. METODE PENELITIAN 

Setelah menguraikan permasalahan secara umum pada latar 

belakang, langkah berikutnya yaitu dengan menganalisis masalah yang 

akan diteliti dengan menentukan metode penelitian apa yang akan 

digunakan, sehingga dapat menjawab permasalahan yang dibahas 

dengan tepat, akurat dan benar. Karena peranan metode penelitian ini 

sangatlah penting dan menentukan penelitian yang akan dibahas, maka 

penulis menguraikan metode tersebut sebagai berikut: 

1. Jenis Penelitian 

Dalam menyusun penelitian ini, penyusun menggunakan 

penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris yaitu penelitian 

hukum yang dilakukan dengan pengumpulan data yang diperoleh 

langsung dari subyek penelitian baik melalui wawancara maupun 

pengamatan. Penelitian hukum empiris dapat diartikan sebagai 

metode penelitian hukum yang berupaya untuk melihat hukum dalam 

artian yang nyata atau dengan kata lain melihat dan meneliti 

bagaimana bekerjanya hukum di masyarakat.8  

Penulis menggunakan jenis penelitian empiris karena peneliti ingin 

melihat bagaimana pelaksaanaan pasal 20 dan pasal 72 Undang-

Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlіndungan Anak dalam 

memberikan perlindungan anak korban kekerasan seksual. Dimana 

dalam pasal tersebut menjelaskan bantuan hukum diberikan kepada 

penerima bantuan hukum yang menghadapi masalah hukum seperti 

pidana, perdata, tata usaha negara baik litigasi atau non litigasi. 

Bantuan hukum yang dimaksud dalam pasal tersebut meliputi 

menjalankan kuasa, mendampingi, mewakili, membela, dan atau 

                                                           
8 Depri Liber Sonata, Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris 

Karakteristik dari Metode Meneliti Hukum, Fiat Justicia Jurnal Ilmu Hukum, Volume 8 No.1, 
Januari – Maret 2014 
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melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan penerima bantuan 

hukum. 

Pelaksanaan pasal 73A ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 

2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 

dalam memberikan perlindungan anak korban kekerasan seksual. 

Dimana dalam pasal tersebut menjelaskan dalam penyelenggaraan 

perlindungan anak, harus dilakukan dengan mengkoordinasi lintas 

sektoral dengan lembaga terkait seperti komisi perlindungan anak 

indonesia, lembaga swadaya masyarakat yang peduli terhadap anak, 

dan kepolisian.  

2. Pendekatan Penelitian 

Dalam menyusun penelitian ini, penyusun menggunakan 

pendekatan yuridis sosiologis. Pendekatan yuridis sosiologis yaitu 

metode pendekatan yang mengidentifikasi dan mengkonsepsikan 

hukum sebagai institusi sosial yang riil dan fungsional dalam sistem 

kehidupan nyata. Pendekatan yuridis sosiologis menekankan 

penelitian yang bertujuan memperoleh pengetahuan hukum secara 

empiris dengan jalan terjun langsung ke obyeknya.9 

Pendekatan ini dilakukan dengan cara mencari data tentang kasus 

anak korban kekerasan seksual yang diberikan oleh lembaga bantuan 

hukum dan penyidik kepolisian. Sekaligus meneliti bentuk 

perlindungan perlindungan hukum yang diberikan oleh lembaga 

bantuan hukum dan penyidik kepolisian terhadap anak korban 

kekerasan seksual. Berdasarkan data yang berhasil didapat tersebut 

akan dikaji pelaksanaannya dengan ketentuan hukum yang berlaku. 

3. Alasan Pemilihan Lokasi 

Penelitian ini dilakukan di Lembaga Pendampingan Perempuan dan 

Anak Bina Annisa yang beralamat di Jalan  Jawa Nomor 78, Kota 

Mojokerto, Jawa Timur, telepon (0321) 326415 dan Kepolisian Resort 

Mojokerto yang beralamat di Jalan Bhayangkara Nomor 25 

Mojokerto, telepon (0321) 330400. Adapun peneliti memilih lokasi 

tersebut dengan alasan sebagai berikut : 

                                                           
9 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Universitas Indonesia Press, 

Jakarta, 1986, hlm 51 
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a. Lembaga bantuan hukum LPPA Bina Annisa merupakan 

lembaga yang berada di wilayah kota Mojokerto yang 

mengkhususkan pada perlindungan terhadap anak, perempuan, 

orang miskin, dan kelompok rentan. Tahun 2019-2020 LPPA 

Bina Annisa telah menangani kasus sebanyak 600. Lembaga 

Pendampingan Perempuan dan Anak Bina Annisa merupakan 

lembaga bantuan hukum yang terakreditasi A di Jawa Timur. 

b. Anak yang menjadi korban tindak pidana di Mojokerto masih 

sangat tinggi meskipun Kabupaten Mojokerto sudah mendapat 

penghargaan sebagai Kabupaten layak anak. 

c. Kepolisian Resor Mojokerto karena sebagai garda depan dalam 

pelaporan adanya kekerasan. 

4. Jenis dan Sumber Data  

Penelitian ini merupakan data primer dan data sekunder yang 

diambil dengan dua cara yaitu penelitian lapangan dan penelitian 

pustaka, dengan uraian sebagai berikut: 

a. Data Primer 

Data primer yaitu informasi yang berupa pengalaman, 

pemahaman, persepsi, pendapat, harapan, dan lain-lain dari 

subyek penelitian (narasumber, infoman, responden, dan lain-

lain). Data primer yang dimaksud dalam penelitian ini yaitu data 

utama yang dianalisa untuk mendapatkan jawaban atas 

permasalahan didalam penelitian. Data primer dalam penelitian ini 

diperoleh melalui wawancara secara langsung di lapangan, yakni: 

1) Wawancara dengan Ketua LPPA Bina Annisa dan Kepala Unit 

Perlindungan Perempuan dan Anak Kepolisian Resor 

Mojokerto 

2) Wawancara dengan anggota LPPA Bina Annisa yang bertugas 

di bidang litigasi dan penyidik dari Unit Perlindungan 

Perempuan dan Anak Kepolisian Resor Mojokerto 

 

b. Data Data Sekunder 
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Data sekunder yaitu data pendukung untuk memperkuat 

informasi yang diperoleh dari data primer. Data sekunder dalam 

penelitian ini diperoleh melalui studi kepustakaan yang terdiri dari: 

1) Undang-Undang Nomor 16 tahun 2011 Tentang Bantuan 

Hukum 

2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2014 

Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 

2002 Tentang Perlindungan Anak 

3) Buku-buku tentang bantuan hukum di Indonesia, viktimologi, 

kekerasan seksual terhadap anak, dan metode penelitian 

hukum empiris 

4) Jurnal hukum tentang perlindungan hukum anak korban 

kekerasan seksual 

5) Dokumen hukum, berupa putusan pengadilan perkara anak 

korban kekerasan seksual 

5. Teknik Memperoleh Data  

Dalam melakukan penelitian, lazimnya dikenal tiga jenis alat 

pengumpul data, yaitu studi dokumen atau bahan pustaka, 

pengamatan, dan wawancacara. Studi dokumentasi diberi pengertian 

sebagai langkah awal dari setiap penelitian hukum (baik normatif 

maupun sosiologis).10 Karena data yang diperoleh berupa data primer 

dan sekunder maka teknik memperoleh data yang digunakan yaitu 

dengan melakukan teknik wawancara serta melalui studi 

kepustakaan. 

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti 

antara lain: 

a. Data primer 

Data primer menggunakan teknik pengumpulan data melalui 

wawancara, yaitu proses tanya jawab dalam penelitian yang 

berlangsung secara lisan dimana dua orang atau lebih bertatap 

muka mendengarkan secara langsung informasi atau 

                                                           
10 Soerjono Soekamto, Op. Cit., hlm 21  
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keterangan.11 Wawancara dilakukan secara bebas terbuka atau 

tidak terstruktur dengan menggunakan alat berupa daftar 

pertanyaan yang telah disiapkan (sebagai pedoman wawancara) 

sesuai dengan permasalahan yang akan dicari jawabnya tanpa 

menutup kemungkinan untuk menambah pertanyaan lain yang 

bersifat spontan sehubungan dengan jawaban yang diberikan oleh 

responden. 

b. Data sekunder 

      Data sekunder merupakan teknik mengumpulkan data melalui 

studi kepustakaan, yaitu metode pengumpulan data yang 

diarahkan kepada pencarian data dan informasi melalui dokumen-

dokumen, literatur atau buku-buku dan arsip atau dokumen 

penting dari institusi yag diteliti serta penelusuran peraturan 

perundang-undangan seperti pasal-pasal dalam UU Perlindungan 

Anak maupun data tertulis yang terkait dengan permasalahan 

yang dikaji 

6. Populasi, Sampel, dan Teknik Sampling 

a. Populasi  

Populasi yaitu keseluruhan subyek hukum penelitian yang memiliki 

karakteristik tertentu dan ditetapkan untuk diteliti.12 Populasi 

merupkan wilayah generalisasi yang terdiri dari subyek atau obyek 

yang memiliki karakteristik, kualitas, dan kuantitas tertentu yang 

ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan ditarik kesimpulan.13 

Berdasarkan pengertian diatas maka yang menjadi populasi dalam 

penelitian ini yaitu seluruh anggota di Lembaga Pendampingan 

Perempuan dan Anak Bina Annisa dan seluruh anggota Kepolisian 

Resor Mojokerto 

 

 

 

                                                           
11 Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, Metode Penelitian, Bumi Aksara, Jakarta, 2008, 

hlm  83 
12 Soerjono Soekamto, Op. Cit., hlm 65 
13 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D, Alfabeta, bandung, 

2017, hlm 80 
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b. Sampel  

Sampel yaitu bagian dari jumlah karakteristik yang dimiliki oleh 

populasi tersebut,14 kemudian ditetapkan untuk menjadi 

responden penelitianpopulasi yang digunakan sebagai obyek 

penelitian. Dimana dalam penelitian ini yang menjadi sampel 

penelitian yaitu anggota yang bertugas di Lembaga Pendampingan 

Perempuan dan Anak Bina Annisa dan Kepolisian Resor Mojokerto. 

c. Teknik Sampling 

Pengambilan sampel dalam penelitian ini yaitu dengan 

menggunakan teknik purposive sampling. Purposive sampling yaitu 

teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan 

dan tujuan tertentu.15, misalnya orang tersebut dianggap paling 

tahu tentang apa yang kita harapkan. Teknik ini digunakan untuk 

menentukan sampel bagi anggota Lembaga Pendampingan 

Perempuan dan Anak Bina Annisa dan Kepolisian Resor Mojokerto 

yang dianggap lebih mengetahui tentang perlindungan hukum 

yang dilakukan oleh lembaga bantuan hukum terhadap anak 

korban kekerasan seksual sehingga penelitian ini akan 

mendapatkan informasi yang lebih akurat dan terpercaya. 

d. Responden  

Responden yaitu individu yang bercerita mengenai apa yang 

diketahui, dialami oleh dirinya sendiri sehingga dapat menjawab 

pertanyaan yang diajukan oleh peneliti. Berdasarkan teknik 

sampling yang digunakan peneliti bahwa yang memenuhi kriteria 

sebagai respon penelitian berjumlah 3 (tiga) orang yaitu  

1) Anam Anis, S.H. sebagai ketua Lembaga Pendampingan 

Perempuan dan Anak Bina Annisa   

2) Iwut Widiantoro, S.H. sebagai bidang litigasi  

3) Sugiantono, S.H. yang bertugas di bidang litigasi  

Sedangkan respon penelitian di Kepolisian Resort Mojokerto 

berjumlah 3 (tiga) orang yaitu  

                                                           
14 Ibid., hlm 81 
15 Sugiyono, Op. Cit., hlm 85 
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1) Ipda Dwi Ari S.H sebagai kepala Unit Perlindungan Perempuan 

dan Anak Polres Mojokerto 

2) Aipda Vita Zatziah S.H sebagai penyidik Polres Mojokerto 

3) Briptu Rindang Ayusasi S.H sebagai penyidik Polres Mojokerto 

7. Teknik Analisis Data  

Data yang telah diperoleh baik dari sumber data primer maupun 

sekunder kemudian dianalisis secara bersamaan menggunakan 

analisis data dengan metode deskriptif kualitatif yaitu dengan 

memberikan pemaparan, mendeskripsikan secara rinci dan 

menyeluruh data-data yang didapat dari proses penelitian sehingga 

dapat menjalankan bagaimana berdasarkan aturan yang ada dan 

menganalisis pelaksanaan  

Setelah dianalisis akan ditarik sebuah kesimpulan. Penarikan 

kesimpulan dilakukan dengan metode induktif yaitu cara berpikir 

dengan menggunakan hal-hal yang bersifat khusus lalu menarik 

kesimpulan yang bersifat umum dari berbagai kasus yang bersifat 

individual.16 Penarikan kesimpulan dilakukan untuk mengetahui 

jawaban atas pertanyaan penelitian yang diajukan sebelumnya. 

Kesimpulan tersebut kemudian diverifikasi dengan cara melihat 

catatan lapangan untuk memperoleh pemahaman yang lebih tepat. 

8. Definisi Operasional 

Untuk mempermudah dalam memahami isi penelitian, maka 

penulis memberikan sedikit penjelasan yaitu memberikan penjelasan 

secara singkat terhadap beberapa kalimat yang tidak dimengerti 

masyarakat dalam judul penelitian ini. 

a. Perlindungan yaitu upaya untuk memenuhi hak korban dan 

memberikan tempat aman 

b. Anak yaitu seseorang yang belum berusia 18 tahun  

c. Korban yaitu seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, 

dan atau ekonomi akibat dari tindak pidana yang dilakukan oleh 

pelaku 

                                                           
16 Jujun S. Suriasumantri, Filsafat Ilmu : Sebuah Pengantar Populer, Pustaka Sinar 

Harapan,  Jakarta, 2001, hlm 48 
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d. Kekerasan seksual yaitu semua bentuk ancaman dan pemaksaan 

seksual. 

e. Penyidikan yaitu mencari dan mengumpulkan bukti sehingga 

membuat terang tindak pidana yang terjadi dan menemukan 

tersangkanya 

9. Sistematika Penulisan 

Sebelum membahas masalah yang akan diteliti lebih lanjut, perlu 

diuraikan terlebih dahulu sistematika laporan penelitian secara 

ringkas agar diketahui garis besar isi dari penelitian yang akan 

dilakukan. Adapun sistematika penulisan penelitian ini terdiri dari 4 

(empat) bab dengan perincian sebagai berikut: 

BAB I : PENDAHULUAN 

Bab ini berisi tentang latar belakang penelitian, yang memaparkan 

alasan-alasan baik bersifat yuridis maupun alasan praktis mengenai 

alasan peneliti memilih penelitian terhadap tema penelitian yang akan 

dilaksanakan, serta bab ini juga berisi mengenai orisinalitas 

penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian 

dan metode penelitian. 

BAB II: KAJIAN PUSTAKA 

Bab ini akan memaparkan secara menyeluruh dan mendalam 

mengenai teori-teori, doktrin, peraturan dan data terkait yang 

berhubungan dengan perlindungan hukum yang diberikan oleh 

Lembaga Pendampingan Perempuan dan Anak Bina Annisa dan 

Kepolisian Resor Mojokerto terhadap anak korban kekerasan seksual  

BAB III: HASIL DAN PEMBAHASAN 

Bab ini akan memaparkan lebih lanjut mengenai hasil dan 

pembahasan yang diperoleh peneliti pada saat penelitian. Bab ini 

berisi tentang tinjauan umum lokasi penelitian yaitu di Lembaga 

Pendampingan Perempuan dan Anak Bina Annisa dan Kepolisian 

Resor Mojokerto. Bab ini juga berisikan mengenai pembahasan 

penelitian yaitu mengenai bentuk perlindungan dan hambatan dari 

Lembaga Pendampingan Perempuan dan Anak Bina Annisa dan 

Kepolisian Resor Mojokerto dalam memberikan perlindungan hukum 

kepada anak korban kekerasan seksual 
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BAB IV: PENUTUP 

Merupakan bab terakhir yang berisi tentang kesimpulan penelitian 

dan saran-saran yang diberikan peneliti sebagai hasil dari penelitian 

yang telah dilaksanakan. 

 

  



 

 

BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

A. Kajian Pustaka Tentang Perlindungan Hukum  

1. Perlindungan Hukum 

Perlindungan hukum yaitu suatu perlindungan yang diberikan 

kepada subjek hukum dalam bentuk perangkat hukum baik secara 

preventif maupun represif, baik tertulis maupun tidak tertulis. Dengan 

kata lain perlindungan hukum sebagai suatu gambaran dari fungsi 

hukum yaitu konsep dimana hukum dapat memberikan suatu 

keadilan, ketertiban, kemanfaatan, dan kedamaian.17 Perlindungan 

menurut Philipus M Hadjon yaitu perlindungan akan harkat dan 

martabat serta pengakuan terhadap hak asasi manusia yang dimiliki 

oleh subyek hukum dari kewenang-wenangan.18 

Satjipto Raharjo memberikan definisi peprlindungan hukum 

yaitu memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia yang 

dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada 

masyarakat agar dapat mereka nikmati semua hak-hak diberikan oleh 

hakim. Perlindungan hukum menurut Adnan Buyung Nasution yaitu 

melindungi harkat dan martabat manusia dan melindungi sesuatu 

dari pemerkosaan yang dasarnya serangan hak kepada orang lain 

telah melanggar dari aturan norma hukum dan undang-undang. 

Sehingga, dapat disimpulkan bahwa perlindungan hukum yaitu upaya 

yang wajib diberikan oleh aparat hukum untuk memenuhi hak 

seseorang dengan memberikan rasa aman baik secara fisik, 

gangguan, atau kekerasan dari pihak manapun. 

2. Pengertian Perlindungan Anak 

Berdasarkan pasal 1 angka 2 Undang-Undang Republik 

Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlіndungan Anak, 

Perlindungan anak yaitu segala kegiatan untuk menjamin dan 

                                                           
17 Philipus M Hadjon, Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia, Bina Ilmu, 

Surabaya, 1987, hlm 2 
18

 Ibid, hlm 205 
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melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, 

berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat 

dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari 

kekerasan dan diskriminasi. Perlindungan tersebut untuk semua baik 

anak yang berhadapan dengan hukum maupun anak sebagai korban. 

Dalam memberikan perlindungan mengandung aspek penting yaitu 

a. Terjamin dan terpenuhinya hak-hak anak 

b. Terpenuhinya harkat dan martabat kemanusiaan 

c. Perlindungan anak dari kekerasan dan diskriminasi 

d. Terwujudnya anak yang berkualitas, berakhlak mulia, dan 

sejahtera 

Hukum merupakan jaminan bagi kegiatan perlindungan anak. 

Menurtut Arif gosita, kepastian hukum perlu diusahakan demi 

kelangsungan kegiatan perlindungan anak dan mencegah 

penyelewengan yang membawa akibat negatif yang tidak diinginkan 

dalam pelaksanaan perlindungan anak. Maulana Hassan Wadong 

memberikan definisi mengenak perlindungan anak yaitu peraturan-

peraturan hukum formal dan materiil yang bertujuan untuk 

melakukan kegiatan pembinaan atau pembelaan dan perlindungan 

hak terhadap perbuatan tindak pidana dan perbuatan melawan 

hukum yang timbul terhadap kepentingan anak.19 

3. Tanggung Jawab Perlindungan 

Berdasarkan pasal 20 UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang 

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang 

Perlіndungan Anak meenyatakan bahwa Negara, pemerintah, 

masyarakat, keluarga, dan orang tua berkewajiban dan 

bertanggungjawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak. 

Setiap anggota masyarakat mempunyai kewajiban terhadap 

pelaksanaan perlindungan anak sesuai dengan kemampuannya 

dengan berbagai macam usaha dalam situasi dan kondisi tertentu 

demi kesejahteraan mereka. Setiap warga negara turut bertanggung 

                                                           
19 Maulana Hassan Wadong, Pengantar Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak, 

Grossindo, Jakarta, 2000, hlm 44 
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jawab terhadap dilaksanakannya perlindungan anak demi 

kesejahteraan anak. Perlindungan Anak bermanfaat bagi anak dan 

orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara. Koordinasi 

kerjasama kegiatan perlindungan anak diperlu dilakukan dalam 

rangka mencegah ketidakseimbangan kegiatan perlindungan anak 

secara keseluruhan. Kebahagiaan anak merupakan kebahagiaan 

bersama. Apabila perlindungan dilaksanakan dengan baik maka anak 

menjadi sejahtera.  

4. Prinsip-Prinsip Perlindungan Anak 

Dalam memenuhi hak anak, maka dibutuhkan prinsip 

perlindungan anak supaya perlindungan anak dapat berjalan dengan 

baik dan mendapatkan hasil yang masimal. Prinsip tersebut 

diantaranya:20 

a. Anak tidak dapat berjuang sendiri 

Anak masih memerlukan bimbingan dari orang terdekatnya. 

Banyak pihak yang dapat mempengaruhi kehidupannya. Oleh 

karena itu, negara dan masyarakat berusaha semaksimal mungkin 

untuk melindungi hak anak tersebut 

b. Kepentingan terbaik bagi anak 

Kepentingan terbaik bagi anak harus dipandang sebagai prioritas 

tertinggi dalam setiap keputusan yang menyangkut anak baik 

dalam segi kebutuhan, sosial, pendidikan.  

c. Ancangan daur kehidupan 

Perlindungan anak harus dimulai sejak dini saat anak masih 

didalam kandungan dan secara terus menerus.  

d. Lintas Sektoral 

Nasib anak bergantung dari berbagai faktor secara makro maupun 

mikro, langsung maupun tidak langsung. Perlindungan anak 

membutuhkan sumbangan dari semua orang. 

Anak wajib dilindungi agar tidak menjadi korban oleh siapapun. 

Dalam melindungi anak, maka harus dibantu oleh orang lain 

mengingat situasi dan kondisi anak yang sangat rentan. Peka 
                                                           

20 Maidin Gultom, Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan, PT Refika 
Aditama, Bandung, 2014, hlm 71 
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terhadap rasa peduli dan keadilan terhadap anak sebagai generasi 

penerus bangsa sangat diperlukan. Pengaturan mengenai 

permasalahan terhadap baik yang termuat dalam hukum tertulis 

maupun tidak tertulis merupakan kewajiban pemerintah, aparat 

penegak hukum, dan masyarakat akan bermanfaat sebagai indikator 

dalam melihat dan mengevaluasi bagaimana ketentuan tersebut 

diwujudkan dalam mengatasi anak yang berhadapan dengan 

hukum.21 Dalam proses peradilan pidana anak, anak-anak tidak 

mengetahui hak dan kewajibannya sehingga perlu mendapat bantuan 

dan perlindungan dalam pelaksanaan hak dan kewajibannya yang 

harus seimbang dan manusiawi.  

B. Kajian Pustaka Tentang Anak 

1. Pengertian Anak 

Pengertian mengenai anak masih menimbulkan perbedaan 

antara pakar hukum yang satu dengan yang lain. Hal ini dapat terjadi 

karena perumusan kriteria seorang anak dalam rumusan undang-

undang tidak memberikan pengertian akan konsepsi anak melainkan 

pembatasan untuk suatu perbuatan tertentu, kepentingan tertentu, 

dan tujuan tertentu. Secara yuridis, kedudukan anak menimbulkan 

akibat hukum, misalnya dalam lapangan kepidanaan menyangkut 

pertanggungjawaban pidana sedangkan dalam lapangan keperdataan 

menyangkut mengenai hak dan kewajiban seperti pengakuan sahnya 

anak, pendewasaan, perwalian.22  

Menurut konvensi tentang hak-hak anak, yang dimaksud 

dengan anak yaitu setiap orang yang berusia dibawah 18 tahun 

kecuali berdasarkan undang-undang yang berlaku bagi anak 

ditentukan bahwa usia dewasa dicapai lebih awal.23 Pengertian anak 

menurut peraturan perundang-undangan sebagai berikut 

                                                           
21 Maidin Gultom, Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan 

Pidana Anak di Indonesia, PT Refika Aditama, Bandung, 2014, hlm 56 
22 Nandang Samdas, Peradilan Pidana Anak di Indonesia dan Instrumen 

Internasional Perlindungan Anak Serta Penerapannya, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2013, hlm  
23 United Nation Childrens Fund, Convention on The Rights Of The Child, Resolusi 

Perserikatan Bangsa-Bangsa Nomor 4425, 20 November 1989 
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a. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata , anak dalam 

pasal 330 KUHPerdata merumuskan bahwa  

1) Bila peraturan-peraturan menggunakan istilah belum 

dewasa, maka sejauh mengenai penduduk Indonesia, 

dengan istilah ini dimaksudkan semua orang yang belum 

genap 21 tahun dan yang sebelumnya tidak pernah kawin.  

2) Bila perkawinan itu dibubarkan sebelum mereka berumur 21 

tahun, maka mereka tidak kembali berstatus belum dewasa.  

3) Dalam pengertian perkawinan tidak termasuk erkawinan 

anak-anak. 

b. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana  Anak dalam 

Pasal 45 KUHPidana yaitu anak yang umurnya  belum mencapai 

16 (enam belas) tahun. 

c. Menurut Undang-undang Nomor 12 Tahun 1948 tentang 

Perbutuhan Anak dalam pasal 1 ayat (1) yaitu orang laki-laki 

atau perempuan berumur 14 tahun ke bawah. 

d. Menurut Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang 

Kesejahteraan Anak Yang disebut anak dalam pasal 1 butir 2 

yaitu seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh 

satu) tahun dan belum pernah kawin 

e. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi 

Manusia Anak dalam pasal 1 butir 5 yaitu setiap manusia yang 

berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, 

termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal 

tersebut demi kepentingannya. 

f. Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang 

Sistem Peradilan Pidana Anak Anak dalam pasal 1 ayat (3) yaitu 

anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum 

berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan 

tindak pidana 

g. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 Tentang Perlindungan 

Anak Anak dalam pasal 1 ayat (1) yaitu seseorang yang belum 

berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih 

dalam kandungan. 
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Dengan dimikian, yang dimaksud dengan anak yaitu yaitu 

seseorang yang belum dewasa, belum kawin, dan masih dalam usia 

tertentu. Dalam peraturan di Indonesia, terdapat perbedaan 

mengenai batas umur kedewasaan seseorang. Hal ini tergantung dari 

sudut mana melihat mengenai anak.  

1. Kajian Pustaka Tentang Korban 

1. Pengertian Korban 

Secara yuridis pengertian korban tercantum dalam Pasal 1 ayat 

(2) UU Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan 

Korban, yang berbunyi seseorang yang mengalami penderitaan fisik, 

mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu 

tindak pidana. Kemudian pengertian korban juga dijelaskan dalam 

Pasal 1 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2002 Tentang 

Tata Cara Perlindungan Terhadap korban dan Saksi-Saksi dalam 

Pelanggaran HAM Yang Berat sebagai berikut korban yaitu orang 

perseorangan atau kelompok orang yang mengalami penderitaan 

sebagai akibat pelanggaran hak asasi manusia yang berat yang 

memerlukan perlindungan fisik dan mental dari ancaman, gangguan, 

teror dan kekerasan pihak manapun. 

Berbagai pengertian tentang korban banyak dikemukakan baik 

oleh para ahli maupun yang bersumber dari konvensi-konvensi 

internasional yang membahas mengenai korban kejahatan yang 

memiliki pandangan dan pendapat yang berbeda antara satu dengan 

yang lainnya akan tetapi pada intinya, memiliki persamaan yang 

merujuk kepada terdapatnya unsur penderitaan. Sebagaimana 

diantaranya yaitu sebagai berikut :  

1) Crime Dictionary, korban (victim) yaitu orang yang telah 

mendapat penderitaan fisik atau penderitaan mental, kerugian 

harta benda atau mengakibatkan mati atas perbuatan atau 

usaha pelanggaran ringan dilakukan oleh pelaku tnidak pidana 

dan lainnya.  
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2) Arif Gosita, korban yaitu mereka yang menderita jasmaniah dan 

rohaniah sebagai akibat tindakan yang mencari pemenuhan 

kepentingan hak asasi pihak yang dirugikan.24 

3) Muladi, korban yaitu orang-orang yang baik secara individual 

maupun secara kolektif telah menderita kerugian, termasuk 

kerugian fisik ataupun mental, emosional, ekonomi, gangguan 

substansial terhadap hak-haknya yang fundamental, melalui 

perbuatan ataupun omisi yang melanggar hukum pidana di 

masing-masing negara, termasuk penyalahgunaan kekuasaan.25  

4) Bambang Waluyo, korban yaitu orang yang telah mendapat 

penderitaan fisik atau penderitaan mental, kerugian harta 

benda atau mengakibatkan mati atas perbuatan atau usaha 

pelanggaran ringan dilakukan oleh pelaku tindak pidana dan 

lainnya. Disini jelas yang dimaksud orang yang mendapat 

penderitaan fisik dan seterusnya itu yaitu korban dari 

pelanggaran atau tindak pidana.26 

5) Dalam pengertian diatas menunjukkan bahwa korban tidak 

hanya mengacu pada seseorang saja tetapi dapat juga 

mencakup ke masyarakat atau kelompok. Selain itu, pengertian 

diatas juga menjelaskan mengenai penderitaan yang dialami 

oleh korban seperti kerugian cedera fisik, ekonomi, mental 

tetapi juga derita emosional oleh korban (trauma). 

Penyebabnyapun tidak hanya karena perbuatan yang disengaja 

tetapi dapat juga karena kelalaian. 

2. Ruang Lingkup Korban 

Pada awalnya, korban kejahatan hanya indivudu. Seiring 

berkembangnya zaman, korban kejahatan tidak hanya individu 

melainkan juga pemerintah bahkan negara. Menurut Abdussalam, 

ruang lingkup korban kejahatan dibagi menjadi empat yaitu :27 

1) Korban perseorangan 

                                                           
24 Arief Gosita, Masalah Korban Kejahatan, Presindo Akademika, Jakarta, 1993, hlm 63 
25 Muladi, Ham dalam Persepektif Sistem Peradilan Pidana, Refika Aditama, 

Bandung, 2005, hlm 108 
26 Bambang Waluyo, Viktimologi Perlindungan Saksi dan Korban, Sinar Grafika, 

Jakarta, 2019, hlm 9 
27 Bambang Waluyo, Op.cit, hlm 11-12 
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Setiap orang baik laki-laki maupun perempuan yang mendapat 

kerugian materiil atau non materiil.  

2) Korban institusi 

Suatu institusi yang mengalami kerugian dalam menjalankan 

fungsinya bahkan berkepanjangan dari kebijakan pemerintah, 

kebijakan institusi, atau bencana alam 

3) Korban lingkungan hidup 

Lingkungan alam menjadi rusak akibat dari kebijakan 

pemerintah atau perbuatan manusia yang tidak 

bertanggungjawab 

4) Korban masyarakat, bangsa, dan negara 

Masyarakat mengalami penderitaan akibat diperlakukan 

diskriminasi, tidak adil, tumpang tindih pembagian hasil 

pembangunan serta hak sipil 

3. Tipologi Korban 

Tipilogi kejahatan dimensinya dapat ditinjau dari dua perspektif, 

yaitu:  

a. Ditinjau dari perspektif tingkat keterlibatan korban dalam 

terjadinya kejahatan. Melalui kajian perspektif ini, maka Ezzat 

Abdel Fattah menyebutkan beberapa tipilogi korban, yaitu:28 

1) Nonparticipating victims yaitu mereka yang 

menyangkal/menolak kejahatan dan penjahat tetapi tidak 

turut berpartisipasi dalam penanggulangan kejahatan.  

2) Latent or predisposed victims yaitu mereka yang mempunyai 

karakter tertentu cenderung menjadi korban pelanggaran 

tertentu.  

3) Provocative victims yaitu mereka yang menimbulkan 

kejahatan atau pemicu kejahatan.  

4) Particapcing victims yaitu mereka yang tidak menyadari atau 

memiliki perilaku lain sehingga memudahkan dirinya menjadi 

korban.  

                                                           
28 Lilik Mulyadi, Kapita Selekta Hukum Pidana Kriminologi dan Viktimologi, 

Djambatan, Jakarta, 2007, hlm 124 
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5) False victims yaitu mereka yang menjadi korban karena 

dirinya sendiri.  

b. Ditinjau dari perspektif tanggung jawab korban itu sendiri maka 

Stepen Schafer mengemukakan tipilogi korban menjadi tujuh 

bentuk yaitu :29 

1) Unrelated victims yaitu mereka yang tidak ada hubungan 

dengan si pelaku dan menjadi korban karena memang 

potensial. Untuk itu, dari aspek tanggung jawab sepenuhnya 

berada di pihak korban.  

2) Proactive victims merupakan korban yang disebabkan 

peranan korban untuk memicu terjadinya kejahatan. Karena 

itu, dari aspek tanggung jawab terletak pada diri korban dan 

pelaku secara bersama-sama.  

3) Participacing victims hakikatnya perbuatan korban tidak 

disadari dapat mendorong pelaku melakukan kejahatan. 

Misalnya, mengambil uang di bank dalam jumlah besar yan 

tanpa pengawalan, kemudian dibungkus dengan tas plastik 

sehingga mendorong orang untuk merampasnya. Aspek ini 

pertanggungjawaban sepenuhnya ada pada pelaku.  

4) Biologically weak victim yaitu kejahatan disebabkan adanya 

keadaan fisik korban seperti wanita, anak-anak, dan manusia 

lanjut usia (manula) merupakan potensial korban kejahatan. 

Ditinjau dari pertanggungjawabannya terletak pada 

masyarakat atau pemerintah setempat karena tidak dapat 

memberi perlindungan kepada korban yang tidak berdaya.  

5) Socially weak victims yaitu korban yang tidak diperhatikan 

oleh masyarakat bersangkutan seperti gelandangan dengan 

kedudukan sosial yang lemah. Untuk itu, 

pertanggungjawabannya secara penuh terletak pada 

penjahat atau masyarakat.  

6) Self victimizing victims yaitu koran kejahatan yang dilakukan 

sendiri (korban semu) atau kejahatan tanpa korban. Untuk 

                                                           
29 Lilik Mulyadi, Op.cit, hlm 123-125 
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itu pertanggungjawabannya sepenuhnya terletak pada 

korban sekaligus sebagai pelaku kejahatan.   

7) Political victims yaitu korban karena lawan polotiknya. 

Secara sosiologis, korban ini tidak dapat 

dipertnggungjawabkan kecuali adanya perubahan konstelasi 

politik. 

2. Tinjauan Umum Kekerasan seksual 

1. Pengertian Kekerasan Seksual 

Secara etimologi kekerasan berasal dari bahasa latin violence 

yaitu gabungan kata vis (daya, kekuatan) dan latus (membawa) yang 

kemudian diterjemahkan membawa kekuatan. Pengertian ini dalam 

kamus umum Bahasa Indonesia berarti diartikan sebagai sifat atau 

hal yang keras, kekuatan, paksaan, sedangkan paksaan berarti 

tekanan, desakan yang keras. Kata-kata ini bersinonim dengan kata 

memperkosa yang berarti menundukkan dengan kekerasan, 

menggagahi, memaksa dengan kekerasan dan melanggar dengan 

kekerasan. Jadi kekerasan berarti membawa kekuatan, paksaan dan 

tekanan.30 

Kekerasan yaitu setiap perbuatan yang mengakibatkan 

kesengsaraan atau penderitaan baik fisik, mental, seksual, dan 

ekonomi. Sedangkan kekerasan terhadap anak yaitu setiap bentuk 

pembatasan, pembedaan, pengucilan, dan seluruh bentuk perlakuan 

yang dilakukan terhadap anak, yang akibatnya berupa dan tidak 

terbatas pada kekerasan fisik, seksual, psikologis, dan ekonomi.31 

Bentuk-bentuk kekerasan terdapat tiga macam yaitu kekerasan fisik, 

kekerasan psikologis, dan kekerasan seksual. 

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah mengatur 

mengenai kekerasan seksual. Hal ini terdapat dalam pasal 285 dan 

pasal 289. Bunyi pasal 285 KUHP yaitu barangsiapa dengan 

kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa perempuan yang 

bukan istrinya berhubungan seksual dengan dia, dihukum karena 

                                                           
30 Esthi Susanti Hudiono, Perlindungan Anak dari Eksploitasi Seksual Sebuah 

Prespektif Organisasi Masyarakat Sipil, Aswaja Pressindo, Yogyakarta, 2014, hlm 4 
31

 Op.Cit, hlm 5 
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memperkosa dengan hukuman penjara selama-lamanya 12 tahun. 

Sedangkan dalam pasal 289 KUHP berbunyi Barang siapa dengan 

kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang untuk 

melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, diancam 

karena melakukan perbuatan yang menyerang kehormatan 

kesusilaan, dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun. 

Menurut R. Susilo, yang dimaksud dalam pasal 289 KUHP yaitu segala 

perbuatan yang melanggar kesusilaan atau perbuatan keji yang 

semua ada kaitannya dengan nafsu birahi kelamin, seperti meraba 

buah dada, cium-ciuman, meraba anggota kemaluan. Sehingga 

kekeran seksual merupakan pemaksaan dan tidak adanya 

persetujuan dari yang bersangkutan. Modus-modus kekerasan 

seksual yang dilakukan oleh pelaku kekerasan seksual bervariasi, 

dimulai dari berupa bujukan, rayuan, ancaman, dan berupa tipu 

muslihat dengan iming-iming akan dinikahi. 

2. Ruang Lingkup Kekerasan Seksual 

Ruang lingkup kekerasan seksual dirumuskan dalam Undang-Undang 

Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang 

Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlіndungan Anak yaitu: 

a. Setiap tindakan atau serangkaian tindakan yang memenuhi 

unsur-unsur tindak pidana yang ditentukan dalam Undang-

Undang  

b. Setiap orang yang menempatkan, membiarkan, melakukan, 

menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan 

terhadap anak 

c. Setiap orang melakukan kekerasan atau ancaman 

kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan 

serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk 

melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul 

d. Adanya hubungan seksual atau hubungan seksual 

nonseksual (tindakan seksual yang tidak melibatkan kontak 

(pelecehan seksual), tindakan perdagangan seksual yang 

dilakukan terhadap seseorang yang tidak menyetujui atau 

menolak dan eksploitasi melalui media sosial 
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3. Macam-Macam Kekerasan Seksual 

Berdasarkan Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan 

Seksual (RUU PKS), terdapat berbagai macam kekerasan seksual, 

diantaranya yaitu 

a. Pelecehan Seksual 

Pelecehan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat 

(2) huruf a yaitu Kekerasan Seksual yang dilakukan dalam 

bentuk tindakan fisik atau non-fisik kepada orang lain, yang 

berhubungan dengan bagian tubuh seseorang dan terkait 

hasrat seksual, sehingga mengakibatkan orang lain 

terintimidasi, terhina, direndahkan, atau dipermalukan 

b. Eksploitasi seksual  

Eksploitasi seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat 

(2) huruf b yaitu Kekerasan Seksual yang dilakukan dalam 

bentuk kekerasan, ancaman kekerasan, tipu daya, rangkaian 

kebohongan, nama atau identitas atau martabat palsu, atau 

penyalahgunaan kepercayaan, agar seseorang melakukan 

hubungan seksual dengannya atau orang lain dan/atau 

perbuatan yang memanfaatkan tubuh orang tersebut yang 

terkait hasrat seksual, dengan maksud menguntungkan diri 

sendiri atau orang lain. 

c. Pemaksaan kontrasepsi 

Pemaksaan kontrasepsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 

ayat (2) huruf c yaitu Kekerasan Seksual yang dilakukan dalam 

bentuk mengatur, menghentikan dan/atau merusak organ, 

fungsi dan/atau sistem reproduksi biologis orang lain, dengan 

kekerasan, ancaman kekerasan, tipu muslihat, rangkaian 

kebohongan, atau penyalahgunaan kekuasaan, sehingga orang 

tersebut kehilangan kontrol terhadap organ, fungsi dan/atau 

sistem reproduksinya yang mengakibatkan Korban tidak dapat 

memiliki keturunan. 

d. Pemaksaan aborsi 

Pemaksaan aborsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat 

(2) huruf d yaitu Kekerasan Seksual yang dilakukan dalam 
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bentuk memaksa orang lain untuk melakukan aborsi dengan 

kekerasan, ancaman kekerasan, tipu muslihat, rangkaian 

kebohongan, penyalahgunaan kekuasaan, atau menggunakan 

kondisi seseorang yang tidak mampu memberikan persetujuan. 

e. Perkosaan  

Perkosaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) 

huruf e yaitu Kekerasan Seksual yang dilakukan dalam bentuk 

kekerasan, ancaman kekerasan, atau tipu muslihat, atau 

menggunakan kondisi seseorang yang tidak mampu 

memberikan persetujuan untuk melakukan hubungan seksual. 

f. Pemaksaan perkawinan  

Pemaksaan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 

ayat (2) huruf f yaitu Kekerasan Seksual yang dilakukan dalam 

bentuk menyalahgunakan kekuasaan dengan kekerasan, 

ancaman kekerasan, tipu muslihat, rangkaian kebohongan, atau 

tekanan psikis lainnya sehingga seseorang tidak dapat 

memberikan persetujuan yang sesungguhnya untuk melakukan 

perkawinan. 

g. Pemaksaan pelacuran  

Pemaksaan pelacuran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 

ayat (2) huruf g yaitu Kekerasan Seksual yang dilakukan dalam 

bentuk kekerasan, ancaman kekerasan, rangkaian kebohongan, 

nama, identitas, atau martabat palsu, atau penyalahgunaan 

kepercayaan, melacurkan seseorang dengan maksud 

menguntungkan diri sendiri dan/atau orang lain. 

h. Perbudakan seksual  

Perbudakan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 

ayat (2) huruf h yaitu Kekerasan Seksual yang dilakukan dalam 

bentuk membatasi ruang gerak atau mencabut kebebasan 

seseorang, dengan tujuan menempatkan orang tersebut 

melayani kebutuhan seksual dirinya sendiri atau orang lain 

dalam jangka waktu tertentu 

i. Penyiksaan seksual  
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Penyiksaan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat 

(2) huruf i yaitu Kekerasan Seksual yang dilakukan dalam 

bentuk menyiksa Korban. 

3. Pelaku Kekerasan Seksual 

Penggolongan pelaku kekerasan seksual dibagi menjadi dua yaitu:32 

a. Familial abuse yaiu kekerasan seksual yang dilakukan oleh 

pelaku terhadap korban yang masih dalam keluarga inti dan 

mempunyai hubungan darah. Dalam hal ini termasuk seseorang 

yang menjadi pengganti orang tua seperti ayah tiri dan 

pengasuh yang dipercaya merawat anak sejak kecil. 

b. Extra familial abuse yaitu kekerasan yang dilakukan orang lain 

di luar hubungan keluarga korban. kekerasan ini dilakukan oleh 

pelaku yang dikenal oleh korban seperti guru, teman, dan 

sebagainya. 

Pelaku kekerasan seksual dibagi menjadi dua yaitu familial abuse 

dan extra familial abuse. Sehingga, meskipun ada perbedaan 

penggolongan pelaku dalam kekerasan seksual, pelaku tersebut 

mempunyai kesamaan yaitu sama-sama dikenal oleh korban. 

4. Tinjauan Umum Penyidikan 

A. Pengertian Penyidikan 

Istilah penyidikan memiliki arti yang sama dengan opsporing 

(Belanda), investigation (Inggris), dan penyiasatan (Malaysia). 

Pada tahap ini merupakan suatu langkah awal untuk 

mengungkap terjadinya suatu tindak pidana atau tidak dari 

perbuatan yang dilakukan seseorang. 

Menurut pasal 1 angka 2 Kitab Undang-Undang Hukum 

Pidana, penyidikan yaitu serangkaian tindakan penyidik menurut 

cara yang diatur Undang-Undang untuk mencari dan 

mengumpulkan bukti sehingga membuat terang tindak pidana 

yang terjadi dan menemukan tersangkanya. 

                                                           
32 Putu Eva Ditayani Antari, Pemenuhan Hak Anak Yang Mengalami Kekerasan 

Seksual Berbasis Restorative Justice Pada Masyarakat Tenganan Pegringsingan 
Karangasem Bali, Jurnal HAM, Volume 12, No 1, April 2021 
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Berdasarkan pengertian diatas, pada tahap penyidikan pihak 

kepolisian memiliki kewajiban untuk mengungkap mengenai 

peristiwa tindak pidana. Tahap inilah mulai diuraikan terjadinya 

tindak pidana. Polisi akan menguraikan tindak pidana seseorang 

sesuai dengan bukti permulaan yang cukup sesuai dengan 

peraturan perundang-undangan. 

B. Pengertian Penyidik 

Pasal 1 angka 1 Kitab Undang-Undang Hukum Acara 

Pidana (selanjutnya disebut KUHAP) menjelaskan bahwa penyidik 

yaitu pejabat polisi Negara Republik Indonesia atau Pejabat 

Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh 

undang-undang untuk melakukan penyidikan. Kemudian dalam 

pasal 6 KUHAP menyebutkan bahwa  

(1) Penyidik yaitu  

a. Pejabat polisi Negara Republik Indonesia 

b. Pejabat pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi 

wewenang khusus oleh undang-undang 

(2) Syarat kepangkatan pejabat sebagaimana dimaksud 

dalam ayat (1) akan diatur lebih lanjut dalam peraturan 

pemerintah 

C. Wewenang Penyidik 

Penyidik sebagimana dimaksud dalam pasal 6 ayat 1 huruf (a) 

karena kewajibannya mempunyai wewenang 

a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang 

adanya tindak pidana 

b. Melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian 

c. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda 

pengenal diri tersangka 

d. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan 

penyitaan 

e. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat  

f. Mengambil sidik jari dan memotret seorang 

g. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai 

tersangka atau saksi 
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h. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam 

hubungannya dengan pemeriksaan perkara 

i. Mengadakan penghentiaan penyidikan 

j. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang 

bertanggung jawab 

 

D. Bentuk Perlindungan Hukum pada Tahap Penyidikan 

 Dalam proses penyidikan yang dilakukan oleh penyidik, 

anak seringkali tidak mendapatkan perlindungan hukum karena 

hal tertentu dan dengan demikian perlu mendapatkan bantuan 

dan perlindungan dalam pelaksanaan hak dan kewajibannya jadi 

perlindungan anak meliputi pula perlindungan terhadap 

pelaksanaan hak dan kewajiban secara seimbang serta 

manusiawi hal ini sesuai dengan pengertian perlindungan anak  

 Dalam setiap tahapan pemeriksaan anak mulai dari 

penyelidikan sampai proses selanjutnya harus berpegang pada 

kepentingan si anak jadi apapun yang dilakukan semuanya itu 

harus demi kepentingan.  Bentuk-bentuk perlindungan khusus 

bagi anak yang menjadi korban kekerasan seksual itu sesuai 

undang-undang yaitu: 

a. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 

Anak korban kekerasan seksual berhak membuat laporan 

mengenai kasus yang dialaminya terhadap pihak berwajib dan 

penyidik selaku pihak berwajib yang mengetahui, menerima 

laporan atau pengaduan tentang terjadinya suatu peristiwa 

yang patut diduga merupakan tindak pidana wajib segera 

melakukan tindakan penyelidikan yang diperlukan. (Pasal 102 

KUHAP)  

Selama proses penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di 

sidang pengadilan, saksi dan/atau korban berhak didampingi 

oleh advokat  

b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana telah 

diubah menjadi 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak 

yang meliputi: 
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1) Anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari 

penyalahgunaan dalam kegiatan politik, pelibatan 

dalam sengketa bersenjata, pelibatan dalam 

kerusuhan sosial, pelibatan dalam peristiwa yang 

mengandung unsur Kekerasan, pelibatan dalam 

peperangan, dan kejahatan seksual. (Pasal 15) 

2) Anak yang dirampas kebebasannya berhak untuk 

mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan 

penempatannya dipisahkan dari orang dewasa, 

memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya 

secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum 

yang berlaku, dan membela diri dan memperoleh 

keadilan di depan pengadilan anak yang objektif dan 

tidak memihak dalam sidang tertutup untuk umum 

dan anak yang menjadi korban atau pelaku 

kekerasan seksual atau yang berhadapan dengan 

hukum berhak dirahasiakan. (Pasal 17) 

3) Anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana 

berhak mendapatkan bantuan hukum dan bantuan 

lainnya. (Pasal 18) 

c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 

tentang Sistem Peradilan Pidana Anak 

1) Dalam proses penyidikan, dilakukan oleh penyidik 

perempuan yang tidak memakai pakaiaan dinas, 

sebisa mungkin dilakukan pada ruangan khusus 

untuk melindungi kenyamanan, psikis dan mental 

korban yang masih dibawah umur. (Pasal 22 Undang-

Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 

tentang Sistem Peradilan Pidana Anak).  

2) Anak korban kekerasan seksual berhak diperlakukan 

secara manusiawi sesuai dengan usianya. (Pasal 3 

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 

2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak)  
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3) Anak berhak mendapat penjelasan serta informasi 

mengenai kasus atau permasalahan yang dialami 

selama proses peradilan. (Pasal 5 Undang-Undang 

Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 tentang 

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 

2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban 

mengenai hak-hak yang dimiliki oleh saksi dan 

korban)  

4) Setiap anak korban kekerasan seksual berhak 

memperoleh bantuan hukum dan bantuan lain secara 

efektif, beserta memperoleh pendampingan orang 

tua/Wali dan orang yang dipercaya oleh Anak. (Pasal 

3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 

Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak)  

5) Setiap anak korban kekerasan seksual berhak dijaga 

kerahasiaan identitasnya dalam pemberitaan di media 

cetak ataupun elektronik. (Pasal 19 Undang-Undang 

Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang 

Sistem Peradilan Pidana Anak)  

d. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 

tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 13 Tahun 

2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban 

1) Anak korban kekerasan seksual berhak memperoleh 

perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan 

harta bendanya, serta bebas dari Ancaman yang 

berkenaan dengan kesaksian yang diberikannya dan 

ikut serta dalam proses memilih dan menentukan 

bentuk perlindungan dan dukungan keamanan. 

(Pasal 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 

31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas 

UndangUndang Nomor 13 Tahun 2006 tentang 

Perlindungan Saksi dan Korban mengenai hak-hak 

yang dimiliki oleh saksi dan korban)  
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2) Anak korban kekerasan seksual berhak mendapat 

tempat kediaman sementara apabila dibutuhkan demi 

perkembangan anak pada masa yang akan datang. 

(Pasal 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 

31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-

Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan 

Saksi dan Korban mengenai hakhak yang dimiliki oleh 

saksi dan korban)  

3) Setiap anak korban kekerasan seksual berhak 

memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai 

batas waktu Perlindungan berakhir dan berhak 

mendapatkan pendampingan. (Pasal 5 Undang-

Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan 

Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang 

Perlindungan Saksi dan Korban mengenai hak-hak 

yang dimiliki oleh saksi dan korban)  

4) Anak korban kekerasan seksual berhak memperoleh 

pelayananan kesehatan berupa bantuan medis dan 

bantuan rehabilitasi psikososial dan psikologis. (Pasal 

6 Angka (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 

tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 

Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban 

mengenai hak-hak yang dimiliki oleh saksi dan 

korban. 

Hak-hak anakpun telah termuat dalam Undang-Undang 

Perlindungan Anak sehingga apabila anak berhadapan dengan 

hukum, pemerintah, masyarakat, dan keluarga berusaha 

memenuhi hak-hak anak tersebut dimana anak merupakan 

generasi penerus bangsa supaya negara ini menjadi lebih baik. 

 

 



 

 

BAB III 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 

1. Lembaga Pendampingan Perempuan dan Anak Bina Annisa 

Lembaga Pendampingan Perempuan dan Anak (LPPA) Bina 

Annisa merupakan salah satu lembaga perlindungan yang terletak di 

Jawa Timur. Lembaga ini berkedudukan di Jalan Jawa Nomor 78 

Mojokerto. Lembaga ini didirikan sejak tanggal 15 Desember 2005 

dengan landasan rapat pendiri nomor 1/BA/2005. Lembaga ini juga 

salah satunya lembaga yang terakreditasi A sesuai dengan keputusan 

Menteri Hukum dan Ham RI Nomor M.HH.01.HN.04.03 Tahun 2021 

dari 9 Lembaga Bantuan Hukum yang terkareditasi A seIndonesia.  

Lembaga Pendampingan Perempuan dan Anak Bina Annisa untuk 

memberikan bantuan hukum kepada perempuan atau anak, orang 

miskin atau kelompok orang misikin dimana tidak dapat memenuhi 

hak dasar secara layak dan mandiri. Pemberian bantuan hukum oleh 

Lembaga Pendampingan Perempuan dan Anak (LPPA) Bina Annisa 

bertujuan : 

a. Menjamin dan memenuhi hak bagi penerima Bantuan Hukum 

untuk mendapatkan akses keadilan khususnya perempuan 

dan anak; 

b. Mewujudkan hak konstitusional segala warga negara sesuai 

dengan prinsip persamaan kedudukan di dalam hukum;  

c. Menjamin kepastian penyelenggaraan Bantuan Hukum 

dilaksanakan secara merata di seluruh wilayah Negara 

Republik Indonesia 

d. Mewujudkan peradilan yang efektif,efisien, dan dapat 

dipertanggungjawabkan 

Dalam menjalankan kegiatannya sebagai lembaga pendampingan 

perempuan dan anak, lembaga ini berpegang teguh dengan visi dan 

misi. Visi LPPA Bina Annisa yaitu terwujudnya kehidupan perempuan 

yang setara dan berkualitas dalam tatanan masyarakat madani yang 
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demokratis, berkeadilan, dan diridhoi Tuhan Yang Maha Esa. LPPA 

Bina Annisa juga memiliki misi yaitu 

a. Memberikan pendampingan dan advokasi hukum, pendidikan, 

kesehatan, ekonomi, dan sosial bagi masyarakat 

b. Memberikan sosialisasi dan kegiatan-kegiatan yang berkaitan 

dengan kesehatan ibu dan anak pada khusunya dan 

masyarakat pada umumnya 

c. Memberikan pendampingan kepada perempuan korban 

kekerasan dalam rumah tangga baik secara yuridis, psikologis, 

serta pendekatan religi 

d. Melakukan tindakan preventif dalam kasus-kasus kekerasan 

dalam rumah tangga dan perdagangan orang melalui 

sosialisasi 

e. Melakukan pengkajian dan pendidikan perempuan dalam 

rangka peningkatan dan pengembangan peran serta 

perempuan di segala aspek pembangunan 

f. Menyadarkan kaum perempuan akan hak dan kewajibannya 

serta memberikan advokasi bagi terpenuhinya hak-hak 

tersebut 

g. Melaksanakan kegiatan-kegiatan pelatihan, pendidikan, atau 

hal lainnya untuk menambah bekal, wawasan, serta 

keterampilan yang dapat berimbas kepaada peningkatan 

perekonomian keluarga. 

LPPA Bina Annisa juga memiliki struktur organisasi. Adanya 

struktur ini dapat mempermudah tugas dari masing-masing bidang 

Lppa Bina Annisa sehingga tidak ada tumpang tindih tugas serta 

mempermudah pimpinan dalam mengawasi bawahannya. Penulis 

akan memaparkan struktur organisasi Bina Annisa beserta penjelasan 

pokok tugas dari masing-masing bidang. 
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GAMBAR 1 

Struktur Organisasi LPPA Bina Annisa 

Sumber : Data Primer, diolah, 2021 

Berdasarkan struktur organisasi Lembaga Pendamping Perempuan 

dan Anak maka dapat dijelaskan sebagai berikut: 

a. Ketua   

Bertugas memimpin lembaga dengan baik dan  bijaksana, 

bertanggungjawab atas visi dan misi LPPA Bina Annisa, 

mengkoordinir semua kegiatan LPPA Bina Annisa, 

bertanggungjawab atas semua kegiatan yang dilakukan LPPA 

Bina Annisa, menetapkan kebijakan dan mengambil 

keputusan secara musyawarah dan mufakat 

b. Wakil Ketua  

Bertugas membantu ketua dalam menjalankan tugasnya, 

menggantikan ketua ketika berhalangan hadir, 

bertanggungjawab kepada ketua 

c. Sekertaris  

Bertugas Mendampingi Ketua dalam memimpin setiap rapat, 

menyiapkan laporan, surat, hasil rapat dan evaluasi kegiatan, 

menyiarkan,mendistribusikan dan menyimpan surat serta 

arsip yang berhubungan dengan pelaksanaan kegiatan 

d. Bendahara 

Bertugas menyampaikan laporan keuangan secara berkala, 

bertanggung jawab atas inventaris dan perbendaharaan, 

bertanggung jawab dan mengetahui segala pemasukan, 

pengeluaran uang / biaya yang diperlukan 

e. Bidang Litigasi  

Ketua 

Wakil Ketua 

Bidang Litigasi 
Bidang 

Pendidikan dan 
Pelatihan 

Bidang 
Organisasi 

Bidang 
Pemberdayaan 

Masyarakat 

Sekertaris Bendahara 
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Bertugas untuk mendampingi pencari keadilan dalam proses 

peradilan pidana 

f. Bidang Pendidikan dan Pelatihan  

Bertugas memberikan pendidikan dan pelatihan kepada 

korban supaya korban dapat mandiri secara keuangan 

g. Bidang Organisasi  

Bertugas merencanakan pelatihan perlindungan anak, 

memperkuat sistem rujukan dengan cara kerjasama dengan 

aparat penegak hukum maupun stakeholder lainnya 

h. Bidang Pemberdayaan Masyarakat  

Bertugas melakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai 

meningkatkan kesadaran hukum terutama mengenai anak-

anak, melakukan kampanye sebagai sikap advokasi sosial 

Dalam melakukan pendampingan serta kegiatan-kegiatan 

mengenai kepedulian terhadap perempuan dan anak, LPPA Bina 

Annisa memperoleh sumber dana yang berasal dari kementerian 

hukum dan HAM sebesar Rp. 600.000.000 (Enam ratus juta rupiah) 

dari tahun 2014-2020, pengadilan agama sebesar Rp. 61.000.000 

(Enam puluh satu juta rupiah), serta pihak ketiga yang tidak 

mengikat dimana ada beberapa kasus yang berbayar kemudian 

hasilnya sebagian dimasukkan kedalam LPPA Bina Annisa.33 Namun, 

sejak tahun 2005-2013 semua anggaran LPPA Bina Annisa berasal 

dari anggaran pribadi Anam Anis, SH. Keseluruhan dana tersebut 

telah digunakan sesuai dengan program-program yang dilakukan oleh 

LPPA Bina Annisa seperti pendampingan terhadap anak yang 

berhadap dengan hukum atau perempuan, sosialisasi ke masyarakat, 

dan sebagainya. 

Lembaga pendampingan perempuan dan anak bina annisa 

merupakan divisi dari pelayanan dan advokasi dari pusat pelayanan 

terpadu pemberdayaan perempuan dan anak Kabupaten mojokerto 

berdasarkan peraturan walikota. Hal ini bertujuan untuk 

meningkatkan kualitas pelayanan perlindungan perempuan dan anak 

di Kabupaten Mojokerto. Selain itu, LPPA Bina Annisa dalam 

                                                           
33

 Wawancara dengan Ketua Lembaga Pendampingan Perempuan dan Anak Bina Annisa, 

Anam Anis, 23 November 2020 Pukul 13.00 WIB di Ruang Ketua LPPA Bina Annisa 
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melakukan penunjangan kegiatan menyelesaikan kasus kekerasan 

terkait  perempuan dan anak bekerjasama dengan pemerintah 

maupun stakeholders seperti Kementerian Hukum dan Hak Asasi 

Manusia, pengadilan agama, organisasi masyarakat muslimat 

Nahdlatul Ulama, radio gema fm, Asosiasi Desa, serta lembaga 

Internasional Propec USEC.34  

2. Kepolisian Resort Mojokerto 

Kepolisian Resort Mojokerto (Polres Mojokerto) merupakan salah 

satu aparat penegak hukum yang bekerja dibawah naungan dari 

Kepolisian Republik Indonesia. Polres Mojokerto terletak di jalan Raya 

Gajah Mada Nomor 99 Mojosari, Mojokerto, Jawa Timur. Polres 

Mojokerto membawahi 14 kepolisian Sektor Mojokerto (Polsek 

Mojokerto) yaitu Polsek Mojosari, Polsek Pungging, Polsek Ngoro, 

Polsek Bangsal, Polsek Trowulan, Polsek Soko, Polsek Jatirejo, Polsek 

Kutorejo, Polsek Dlanggu, Polsek Gondang, Polsek Pacet, Polsek 

Trawas, Polsek Mojoanyar, dan Polsek Puri. Polres Mojokerto dipimpin 

oleh AKBP Dony Alexander, S.I.K., M.H. 

Dalam polres Mojokerto terdapat unit Kepala satuan reserse dan 

kriminal atau disebut juga dengan Kasat Reskrim. Reskrim ini  

bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Polisi 

Resor serta dalam pelaksanaan tugas sehari-hari dibawah kendali 

wakil ketua polisi resor. Satuan reserse kriminal merupakan unsur 

pelaksana penyelidikan, penyidikan, dan pengawasan penyidikan 

tindak pidana. Satuan reserse kriminal membawahi beberapa unit 

tindak pidana seperti unit pidana korupsi, unit pidana tertentu, unit 

pidana umum, dan unit perlindungan perempuan dan anak. Unit 

Perlindungan Perempuan dan Anak (disebut dengan Unit PPA) 

bertugas memberikan pelayanan dalam bentuk perlindungan 

terhadap perempuan dan anak yang menjadi korban kejahatan dan 

penegakan hukum terhadap pelakunya (pasal 1 angka 1 Peraturan 

Kapolri Nomor 10 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tenaga Kerja 

                                                           
34 Wawancara dengan Anggota Lembaga Pendampingan Perempuan dan Anak Bina 

Annisa, Sugiantono, 23 November 2020 Pukul 10.00 WIB di Ruang LPPA Bina Annisa 



 

 
 

48 
 

Unit Pelayanan Perempuan dan Anak). Adapun struktur organisasi 

Unit PPA sebagai berikut 

GAMBAR 4 

Struktur Organisasi Unit PPA Polres Mojokerto 

 

                                        

 

 

 

 

 

Sumber : Data Sekunder, diolah, 2021 

Unit PPA Polres Mojokerto terdiri atas pimpinan dan pembantu 

pimpinan dan pelaksana yaitu panit lindung dan panit idik. Tugas 

pokok dari pimpinan yaitu memimpin Unit PPA dalam 

penyelenggaraan perlindungan perempuan dan anak yang menjadi 

korban kejahatan dan penegakan hukum terhadap pelakunya. 

Sedangkan panit lindung bertugas melindungi perempuan dan anak 

yang menjadi korban kejahatan dan banit idik bertugas 

melaksanakan penyidikan pelaku kejahatan terhadap perempuan dan 

anak. 

Dalam pelaksanaan tugasnya, sistem Unit PPA tidak 

melakukan pembagian dalam penugasan yang sudah diatur dalam 

bagan tersebut karena penyidik bisa sebagai banit idik maupun banit 

lindung.35 Anggota dari Unit PPA Polres Kabupaten Mojokerto 

berjumlah 6 orang yang dimana harus melindungi perempuan anak 

seKabupaten Mojokerto. Keterbatasan dari jumlah penyidik UPPA 

Polres tidak menghalangi untuk melaksanakan tugasnya untuk 

melindungi perempuan dan anak. Anggota dari Unit PPA sebagian 

besar merupakan polisi wanita karena pada saat proses pemeriksaan 

korban lebih nyaman dan jujur untuk bercerita mengenai kekerasan 

                                                           
35 Wawancara dengan Kepala Unit PPA Polres Mojokerto, Ipda Dwi Ari, 8 Maret 2021 Pukul 

09.00 WIB di Ruang Kanit PPA Polres Mojokerto 

Anggota Anggota 

Kanit PPA 

Panit Lindung Panit Idik 
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seksual yang dialaminya kepada polisi wanita.36 Dalam melaksanakan 

tugasnya, penyidik unit PPA selalu mengadakan kerjasama dengan 

instansi terkait yang membidangi permasalahan perempuan dan anak 

seperti lembaga bantuan hukum LPPA Bina Annisa, Pusat Pelayanan 

Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A), dan Dinas 

Sosial Kabupaten Mojokerto. 

Berdasarkan pasal 4 Peraturan Kapolri Nomor 10 Tahun 2007 

Tentang Organisasi dan Tata kerja Unit Pelayanan Perempuan dan 

Anak selanjutnya disebut Perkap Organisasi dan tata Kerja Unit PPA 

dalam menyelenggarakan tugasnya, maka Unit PPA 

menyelenggarakan fungsi: 

a. Penyelenggaraan pelayanan dan perlindungan hukum; 
b. Penyelenggaraan penyelidikan dan penyidikan tidak pidana; 
c. Penyelenggaraan kerjasama dan koordinasi dengan instansi    
    terkait. 
 
Kemudian lingkup tugas Unit PPA sudah diatur dalam pasal 6 

ayat (3) Perkap Organisasi dan tata Kerja Unit PPA meliputi tindak 

pidana terhadap perempuan dan anak, yaitu:  

a. Perdagangan orang (human trafficking); 
b. Penyelundupan manusia (people smuggling) 
c. Kekerasan (secara umum  maupun dalam rumah tangga); 
d. Susila (perkosaan, pelecehan, cabul); 
e. Vice (perjudian dan prostitusi); 
f. Adopsi illegal  
g. Pornografi dan pornoaksi; 
h. Money loundering dari hasil kejahatan tersebut; 
i. Masalah perlindungan anak (sebagai korban/tersangka); 
j. Perlindungan korban, saksi, keluarga, dan teman serta kasus-
kasus lain dimana pelakunya yaitu perempuan dan anak. 
 

B. Kasus Anak Korban Kekerasan Seksual  

Berdasarkan pasal 1 angka 15a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 

2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 

Tentang Perlіndungan Anak mengatakan bahwa kekerasan yaitu setiap 

perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau 

                                                           
36 Wawancara dengan Kepala Unit PPA Polres Mojokerto, Ipda Dwi Ari, 8 Maret 2021 Pukul 

09.00 WIB di Ruang Kanit PPA Polres Mojokerto 
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penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, 

termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, 

perampasan kemerdekaan secara melawan hukum. Bentuk-bentuk 

kekerasan dibagi menjadi tiga yaitu 

1) Kekerasan fisik yaitu suatu perbuatan yang melibatkan anggota 

tubuh. Akibat adanya kekerasan ini, korban mengalami 

penderitaan fisik seperti luka lecet, robek, atau cacat dibagian 

tubuh akibat penganiayaan  

2) Kekerasan psikis yaitu suatu perbuatan yang melibatkan kondisi 

kejiwaan seseorang. Akibat adanya kekerasan ini, korban akan 

mengalami penderitaan secara emosional seperti ketakutan, 

merasa bersalah, hilangnya rasa percaya diri, dan penderitaan 

psikis berat. 

3) Kekerasan seksual yaitu suatu perbuatan yang melibatkan 

aktivitas seksual. Kekerasan ini dapat terjadi karena adanya 

suatu pemaksaan dari pelaku. Akibat adanya kekerasan ini, 

korban akan mengalami infeksi menular seksual, kesakitan di 

alat kelamin dan mengalami trauma yang berat. 

Kasus kekerasan seksual diibaratkan seperti fenomena gunung es 

yang dimana korban yang sudah melapor masih sebatas dari puncak 

gunung es tersebut tanpa mengetahui dasarnya. Kasus kekerasan 

seksual yang dialami oleh korban lebih dari setengahnya memutuskan 

untuk tidak melaporkan kekerasan seksual yang dialaminya. Hal ini 

dikarenakan adanya hambatan psikologis seperti takut, malu, serta 

adanya rasa bersalah atau menyalahkan diri sendiri atas apa yang ia 

alami. Para korban ini juga mengakui masih kurangnya pengetahuan 

dan informasi mereka terkait mekanisme pelaporan.37 Korban kekerasan 

seksual yang juga enggan melapor karena khawatir atas minimnya 

perlindungan identitas bagi korban, sehingga mereka takut akan 

tersebarnya informasi tentang perkaranya yang mungkin berdampak 

pada kesehatan mental dan kondisi finansial mereka. Alasan-alasan 

tersebut dapat dikarenakan adanya stigma negatif yang diberikan 

                                                           
37 Wawancara dengan Panit Idik Polres Mojokerto Aipda Vita Zatziah, 8 Maret 2021 Pukul 

10.00 WIB di Ruang Kanit PPA Polres Mojokerto 
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kepada korban yang dapat melahirkan sikap-sikap di masyarakat yang 

menyalahkan korban, baik dari masyarakat dan aparat penegak hukum. 

Oleh karena itu, korban merasa tidak menemukan tempat yang aman 

dan mendukung pemenuhan akses keadilannya. Padahal, siapapun 

korban seharusnya mendapatkan dukungan yang baik dari lingkungan.38 

Negara yang diwakili oleh aparat penegak hukum merupakan 

aktor yang sangat penting karena memiliki kewenangan dan 

kemampuan dalam memberikan jaminan keamanan bagi korban yang 

salah satunya yaitu pengacara di lembaga bantuan hukum. Lembaga 

Pendampingan Perempuan dan Anak (LPPA) Bina Annisa merupakan 

organisasi bantuan hukum yang mempunyai kepeduliaan mengenai 

kasus terhadap anak dan perempuan. LPPA Bina Annisa telah 

menangani ratusan kasus disetiap tahunnya yang meliputi kasus pidana 

dan perdata. Berikut saya lampirkan mengenai jumlah kasus perkara 

yang ditangani LPPA Bina Annisa sebagai berikut dari tahun 2018-2020: 

TABEL 3 

Data Perkara Perdata dan Pidana LPPA Bina Annisa 

Tahun 2018 

No. PERDATA PIDANA 

JENIS PERKARA 

1.  Perceraian          
Laki-lak i     : 4          
Perempuan    : 219 

Anak Korban            
Narkotika    : 9 
Pencabulan : 7 
Pencurian    : 2 

2.  Utang Piutang : 12 Perempuan 
KDRT          : 6 
Narkoba      : 7 

3.  Waris             : 4 Umum       
Narkotika     : 47 
Pencurian     : 2 
Pembunuhan: - 

Total   :  319 Perkara  
Perdata  : 239 Perkara  
Pidana   : 80 Perkara 

        Sumber : data sekunder, diolah 2020 

 

TABEL 4 

Data Perkara Perdata dan Pidana LPPA Bina Annisa 

Tahun 2019 
                                                           

38
 Wawancara dengan Panit Idik Polres Mojokerto Briptu Rindang Ayusasi, 8 Maret 2021 

Pukul 12.00 WIB di Ruang Kanit PPA Polres Mojokerto 
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No. PERDATA PIDANA 

JENIS PERKARA 

1.  Perceraian           
Laki-laki            : 10           
Perempuan        : 171 

Anak Korban            
Narkotika    : 6 
Pencabulan  : 3 
Pencurian    : 2 

2.  Utang Piutang : 12 Perempuan 
KDRT           : 2 
Narkotika     : 4 

3.  Waris                : 4 Umum        
Narkotika       : 28 
Pencurian       : 6 
Pembunuhan  : 1 

Total  :  249 Perkara  
Perdata : 197 Perkara  
Pidana  :  52 Perkara 

                   Sumber : data primer, diolah 2020 

 

TABEL 5 

Data Perkara Perdata dan Pidana LPPA Bina Annisa 

Tahun 2020 

No. PERDATA PIDANA 

JENIS PERKARA 

1.  Perceraian          
Laki-laki            : - 
Perempuan        : 139 

Anak Korban          
Narkotika     : 13 
Pencabulan  : 5 
Pencurian     : 2 

2.  Utang Piutang : 11 Perempuan:  
KDRT           : 3 
Narkotika      : 8 

3.  Waris                : 6 Umum        
Narkotika      : 20 
Pencurian      : 1 
Pembunuhan : 1 

Total      :  209  Perkara  
Perdata : 156 Perkara  
Pidana  : 53 Perkara 

                 Sumber : data sekunder, diolah 2020 

Berdasarkan tabel diatas, kasus yang ditanganipun dibagi menjadi 

dua yaitu ranah pidana seperti kekerasan seksual, kekerasan dalam 

rumah tangga, narkotika sedangkan ranah perdata seperti perceraian, 
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Sumber : Data Sekunder, diolah, 2020 

utang piutang, waris. Jumlah kasus anak sebagai korban setiap 

tahunnya juga mengalami perubahan seperti pada tahun 2018 sebanyak 

18 anak kemudian mengalami penurunan di tahun 2019 yang menjadi 

11 anak. Pada tahun 2020, kasus anak sebagai korban meningkat 

kembali menjadi 20 anak. Adanya perbedaan jumlah kasus setiap 

tahunnya disebabkan bahwa LPPA Bina Annisa tidak pernah mencari 

kasus dan hanya menerima kasus. Pihak korban mengetahui keberadaan 

LPPA Bina Annisa dari rujukan kepolisian maupun kejaksaan atau 

mencari di internet.39 Dalam melaksanakan kegiatannya, pihak LPPA 

Bina Annisa menggunakan dana yang bersumber dari Kementerian 

Hukum dan HAM, Pengadilan Agama Mojokerto, dan dana pribadi dari 

bapak Anam Anis. 

Polisi menjadi salah satu aparat hukum untuk melindungi dan 

mengayomi masyarakat. polisi juga menjadi garda terdepan dalam 

pelaporan atau pengaduan dari masyarakat seperti kasus kekerasan 

seksual. Mereka juga harus tegas dalam menindaklanjuti laporan atau 

pengaduan tersebut. Hasil penelitian yang telah penulis laksanakan di 

Polres Mojokerto mengenai perlindungan hukum anak korban kekerasan 

seksual maka telah didapatkan data untuk menunjang penelitian ini 

yaitu jumlah kasus anak korban kekerasan seksual yang telah ditangani 

oleh penyidik Unit PPA Polres Mojokerto yaitu: 

TABEL 5 

Data Anak Korban Kekerasan Seksual di Unit PPA Polres 

Mojokerto 

No Tindak pidana Tahun 

 2017 2018 2019 2020 

1. Pesetubuhan dan Pencabulan 12 15 10 11 

2. Pencabulan 2 1 2 1 

 

 

                                                           
39 Wawancara dengan Ketua Lembaga Pendampingan Perempuan dan Anak Bina Annisa, 

Anam Anis, 4 Juli 2021 Pukul 10.00 WIB di Ruang Ketua LPPA Bina Annisa 
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Kekerasan seksual yaitu penyerangan seksual dari seseorang yang 

mengakibatkan rasa secara fisik bahkan psikis. Salah satu bentuk 

kekerasan seksual yang ditanagni Polres Mojokerto yaitu pencabulan 

dan persetubuhan. Berdasarkan hasil penelitian yang didapatkan oleh 

peneliti, Polres Mojokerto selama waktu empat tahun terakhir telah 

menerima laporan anak korban kekerasan seksual sebanyak 54 kasus. 

Jumlah kasusnya tiap tahun mengalami kenaikan dan penurunan.  Pada 

tahun 2018, mengalami peningkatan pada anak korban persetubuhan 

dan pencabulan dari 12 kasus menjadi 15 kasus. Kemudian di tahun 

2019 mengalami penurunan kasus dari 15 menjadi 10 kasus. Tahun 

2020 mengalami kenaikan kasus dari 10 kasus menjadi 11 kasus.  

Jumlah kasus yang diselesaikan Unit PPA Polres Mojokerto pada 

tahap penyidikan atau dengan kata lain berkas sudah dinyatakan P21 

oleh pihak kejaksaan  sebanyak  95% melalui jalur litigasi.40 Sedangakan 

sisanya sebanyak 5% kasus tersebut telah dicabut oleh pihak korban itu 

sendiri. Kasus yang telah diselesaikan sampai jalur litigasi yaitu kasus 

kekerasan seksual yang dilakukan berulangkali oleh pihak pelaku. 

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kanit UPPA Polres 

Mojokerto, anak yang menjadi korban kekerasan seksual bersikap diam 

bahkan tidak berterus terang karena adanya ancaman dari pelaku yang 

menyulitkan penyidik untuk memproses kasusnya dan malu karena takut 

kasusnya diketahui oleh orang lain dimana korban merasa hal itu 

merupakan aibnya. Rentang usia anak korban kekerasan seksual 

berumur 4 sampai 16 tahun. 

Berdasarkan hasil wawancara dengan penyidik, terdapat beberapa 

faktor anak menjadi korban kekerasan seksual diantaranya yaitu:41 

a. Faktor Keluarga 

Sumbangan keluarga pada perkembangan anak ditentukan oleh 

sifat hubungan antara anak dengan berbagai anggota keluarga. 

Hubungan ini dipengaruhi oleh pola kehidupan keluarga dan sikap 

perilaku berbagai anggota keluarga terhadap anak. Sikap orang tua 

                                                           
40

 Wawancara dengan Kepala Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polres Mojokerto, 

Aipda Vita Zatziah, 6 Juni 2021, Pukul 09.00 WIB di Ruang UPPA Polres Mojokerto 
41 Wawancara dengan Kepala Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polres Mojokerto, 

Ipda Dwi Ari, 3 Maret 2021, Pukul 10.00 WIB di Ruang Kepala UPPA Polres Mojokerto 
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sangat menentukan hubungan keluarga. Apabila sikap orang tua 

menguntungkan, hubungan orang tua dan anak akan lebih baik 

daripada sikap orang tua yang tidak positif seperti sikap kurang peduli 

dan mengawasi anak. Hal tersebut menyebabkan anak akan mencari 

lingkungan yang lebih memedulikan dan menyayangi mereka tetapi 

lingkungan tersebut malah menjerumuskan mereka. 

b. Faktor Usia 

Pengertian anak yaitu seseorang yang belum berusia 18 tahun. 

Masa mereka merupakan masa yang masih mencari jati diri. Namun, 

masa anak-anak justru sangat rawan menjadi korban suatu tindak 

pidana. Anak-anak mudah sekali dibujuk dengan modus akan diberikan 

makanan atau minuman, mereka juga tidak mempunyai keberanian 

untuk menolak, terutama pada orang yang dikenalnya.  

c. Faktor Lingkungan 

Faktor lingkungan pergaulan dalam masyarakat sangat 

mempengaruhi perilaku para pelaku kekerasan seksual baik secara fisik 

maupun atas ketahanan psikologisnya karena dalam lingkungan 

masyarakat mereka bebas berteman dan berkumpul dengan siapa saja 

tak terkecuali orang-orang dewasa yang tentunya cara berfikir maupun 

tindak tanduknya berbeda dengan anak-anak.  

d. Faktor Perkembangan Informasi dan Teknologi 

Adanya globalisasi menyebabkan adanya perkembangan dari 

informasi dan teknologi. Anak dengan mudah untuk mencari informasi 

melalui gadgetnya. Kondisi saat ini yang masih pandemi juga 

mengharuskan anak untuk belajar secara virtual dan melakukan 

komunikasi dengan orang lain bahkan dengan orang yang tidak mereka 

kenal yang dapat terapapar pornografi. Anak juga bisa memanfaatkan 

untuk berkenalan dengan orang lain kemudian ketemuan disuatu 

tempat. Kurangnya pengawasan dari orang tua menyebabkan anak 

menjadi korban kekerasan seksual. 

Anak-anak merupakan korban perseorangan yang mendapat 

kerugian materiil dan nonmateriil dimana hal ini sependapat dengan 
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Assalam.42 Selain faktor diatas, banyaknya kasus kekerasan seksual 

yang terjadi dengan korban anak ini dikarenakan anak merupakan salah 

satu bagian dari tipologi korban Biological Weak Victims seperti 

pendapat Schaffer, yaitu mereka yang mempunyai bentuk fisik atau 

mental tertentu yang menyebabkan orang melakukan kejahatan 

terhadapnya, misalnya terhadap anak kecil, orang lanjut usia, wanita, 

dan juga orang cacat.43 Sehingga, yang menjadi tanggungjawab 

menangani hal tersebut adalah pemrintah. 

Salah satu kasus yang ditangani oleh pihak polres Mojokerto 

dengan LPPA Bina Annisa yaitu seorang MAY terhadap anak korban 

MRAK. MAY melakukan tindak pidana tersebut pada tanggal 20 Oktober 

2019 yang bertempat di sawah Desa Kepuhanyar Kecamatan Mojoanyar 

Kabupaten Mojokerto. Berawal dari korban sedang bermain disekitar pos 

ronda kemudian MAY mengajak korban ke sawah. Ketika sampai di 

sawah, anak MAY meminta korban untuk mengulum alat kelaminnya. 

Awalnya korban menolak namun karena mendapat ancaman dari MAY, 

korban mengikuti perintahnya. Setelah itu, MAY memasukkan penisnya 

kedalam dubur anak korban selama 2 menit. MAY melakukan tindakan 

mengancam kepada anak korban sesuai dengan keinginanya berupa 

tidak diperbolehkan mengatakn kejadian tersebut kepada siapapun. 

Penyidik yang menangani kasus tersebut yaitu Briptu Rindang Ayu Sasi, 

S.H.  

Dalam tahap penyidikan, pelaku bersikap kooperatif yang dapat 

dilihat ketika diintrogasi pelaku sama sekali tidak menyangkal mengenai 

tindak pidana yang ia lakukan terhadap korban sehingga memudahkan 

bagi penyidik maupun advokat dalam melaksanakan tugasnya. Alasan 

pelaku melakukan aksinya tersebut karena pelaku juga pernah menjadi 

korban saat berusia 10 tahun. Menurut Kepala UPPA Polres Mojokerto, 

alasan pelaku melakukan kekerasan seksual terhadap korban karena 

usia korban yang masih kecil dibandingkan dengan pelaku, mengingat 

kondisi fisik dan psikologis anak-anak yang lemah dan labil sehingga jika 

melakukan perlawanan akan dapat dengan mudah diatasi oleh pelaku, 
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 Bambang Waluyo, Op.cit, hlm 11-12 
43

 Lilik Mulyadi, Op.cit, hlm 123-125 
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sehingga pelaku lebih leluasa menyalurkan nafu birahinya. Selain itu 

anak juga dianggap masih lugu dan polos, mudah dipaksa dan dibujuk 

rayu. Hal tersebut sejalan dengan pendapat Drapkin dan Viano, yaitu : 

Anak-anak sebagai korban yaitu merupakan hal yang wajar, semasih 

mereka itu lemah dan kurang berpengalaman, mungkin mereka menjadi 

korban penyerangan. Mereka mudah menjadi korban tidak hanya karena 

fisik belum tumbuh berkembang, tetapi juga karena kepribadian mereka 

belum matang, jiwanya labil dan mempunyai sifat menentang. Keadaan 

bilogis dan fisiologis anak yang belum matang tersebut, seringkali 

dimanfaatkan oleh para penjahat untuk membantu melakukan 

kejahatan.44 Sedangkan pihak korban awalnya merasa takut dengan 

polisi wanita ketika ingin mengungkapkan apa yang terjadi pada saat 

itu. Namun, dengan pembawaan pembicaaran dari pihak polisi wanita 

itu dengan hati ke hati tanpa korban merasa takut maka korban secara 

perlahahan menceritakan kronologi kasusnya. Pelaku juga mengakui 

kesalahannya dihadapan keluarga korban. akan tetapi pihak keluarga 

korban tetap meminta bahwa kasus tersebut tetap dilanjutkan ke jalur 

pengadilan dengan harapan pelaku mendapat efek jeranya.  

C. Bentuk Perlindungan yang diberikan Lembaga Pendampingan 

Perempuan dan Anak Bina Annisa dan Kepolisian Resor 

Mojokerto kepada anak korban kekerasan seksual 

Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 

1945 pasal 28D ayat (1) menyatakan bahwa setiap orang berhak atas 

pengakuan, jaminan perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta 

perlakuan yang sama dihadapan hukum. Hal itu merupakan kewajiban 

negara untuk memenuhi, mengakui, dan menjamin hak konstitusional 

dari setiap warga negara. Sehingga tujuan negara dapat tewujud yaitu 

keadilan, kepastian, dan kemanfaatan. 

Kasus kekerasan seksual saat ini semakin memprihatinkan. 

Kekerasan seksual merupakan kejahatan kemanusiaan. Bahkan 

kekerasan seksual ini menjadi fenomena global. Korban kasus kekerasan 

                                                           
44 Made Sadhi Astuti, Hukum Pidana Anak dan Perlindungan Anak, Malang, UM 

Press, 2003, hlm 27 
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seksual selalu meningkat. Pelaku dari kekerasan seksual ini berasal dari 

orang-orang terdekat korban seperti ayah, kakak, guru, paman, dan 

teman. Negara harus segera turut andil dalam menangani kasus 

kekerasan yang berupa memberikan perlindungan hukum  terhadap 

korban terutama mengenai anak-anak.  

Masa kanak-kanak yaitu dimana anak sedang dalam proses 

tumbuh kembangnya. Oleh karena itu, anak wajib dilindungi dari segala 

kemungkinan kekerasan terhadap anak, terutama kekerasan seksual. 

Anak selalu diposisikan sebagai seseorang yang tidak berdaya, lemah, 

dan bergantung dengan orang dewasa. Setiap anak berhak 

mendapatkan perlindungan. Upaya perlindungan terhadap anak harus 

diberikan secara utuh, menyeluruh dan komprehensif, tidak memihak 

kepada suatu golongan atau kelompok anak. Upaya yang diberikan 

tersebut dilakukan dengan mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi 

anak. 

Perlindungan hukum mengenai anak sudah diatur dalam pasal 3 

Undang-Undang Perlindungan Anak bertujuan untuk menjamin 

terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, 

dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat 

kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan 

diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, 

berakhlak mulia, dan sejahtera. 

Memberikan perlindungan hukum kepada anak merupakan salah 

satu sisi pendekatan untuk melindungi anak-anak di Indonesia. Agar 

perlindungan hak-hak anak dapat dilakukan secara tertib, bersinergi, 

bertanggungjawab maka diperlukan peraturan hukum yang selaras 

dengan perkembangan masyarakat Indonesia. Perlindungan terhadap 

anak juga menjadi cara untuk melindungi dalam pertumbuhan anak di 

masa depan. Perlindungan anak harus dilakukan oleh semua komponen 

mulai dari keluarga, masyarakat, dan negara.  

Berdasarkan pasal 20 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 

Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 

Tentang Perlіndungan Anak yang menyatakan bahwa Negara, 

Pemerintah, Pemerintah Daerah, Masyarakat, Keluarga, dan Orang Tua 
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atau Wali berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap 

penyelenggaraan Perlindungan Anak. Selain itu berdasarkan pasal 72 

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlіndungan Anak 

(1) Masyarakat berperan serta dalam Perlindungan Anak, baik 

secara perseorangan maupun kelompok.  

(2) Peran Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dilakukan oleh orang perseorangan, lembaga perlindungan anak, 

lembaga kesejahteraan sosial, organisasi kemasyarakatan, 

lembaga pendidikan, media massa, dan dunia usaha.  

1. Perlindungan yang diberikan Lembaga Pendampingan 

Perempuan dan Anak Bina Annisa 

Di dalam negara hukum, negara mengakui dan melindungi hak 

individu. Pengakuan terhadap hak individu dijamin dalam asas 

persamaan di hadapan hukum. Apabila ada persamaan di hadapan 

hukum (equality before the law), maka ada persamaan perlakuan 

(equal treatment) bagi semua orang. Persamaan di hadapan hukum 

ini menjamin adanya akses untuk memperoleh keadilan (access to 

justice). Salah satu bentuk akses untuk memperoleh keadilan yaitu 

dengan mengakses bantuan hukum yang diberikan oleh lembaga 

bantuan hukum (LBH). Akses bantuan hukum bagi masyarakat 

diberikan oleh lembaga bantuan hukum dimaksudkan untuk 

membantu masyarakat dalam hal pelayanan konsultasi, informasi 

hukum maupun bantuan hukum. 

Pemberian bantuan hukum dari lembaga bantuan hukum, 

mempunyai manfaat besar bagi perkembangan pendidikan 

penyadaran hak-hak masyarakat yang tidak mampu agar mereka 

dapat mengakses keadilan dengan baik, serta perubahan sosial 

masyarakat ke arah peningkatan kesejahteraan hidup dalam semua 

bidang kehidupan berdasarkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat 

Indonesia. Perolehan bantuan hukum dari lembaga bantuan hukum 

yaitu hak asasi manusia setiap orang dan merupakan salah satu 

unsur untuk memperoleh keadilan bagi semua orang. Keadilan 

menurut Aristoteles harus dibagikan oleh negara kepada semua 
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orang dan hukum yang mempunyai tugas menjaganya agar keadilan 

sampai kepada semua orang.45 

Hal ini diatur dalam Pasal 3 huruf b Undang-Undang Nomor 11 

Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak juga menyatakan 

bahwa Setiap anak dalam proses peradilan pidana berhak 

memperoleh bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif. Adapun 

Pasal 23 ayat (1), menyatakan bahwa Dalam setiap tingkat 

pemeriksaan, anak wajib diberikan bantuan hukum dan didampingi 

oleh pembimbing kemasyarakatan atau pendamping lain sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundangundangan. Serta pasal 48 

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan 

Kehakiman yang menyebutkan: 

(1) Setiap orang yang tersangkut perkara berhak 

memperoleh bantuan hukum 

(2) Negara menanggung biaya perkara bagi pencari 

keadilan yang tidak mampu 

Negara menanggung biaya perkara bagi pencari keadilan yang 

tidak mampu diatur lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 16 

tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum. Berdasarkan Undang-Undang 

Nomor 16 tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum, yang dimaksud 

bantuan hukum yaitu jasa hukum yang diberikan oleh pemberi 

bantuan hukum secara cuma-cuma kepada penerima bantuan 

hukum. Tujuan pemberian bantuan hukum untuk menjamin dan 

memenuhi hak bagi penerima bantuan hukum untuk mendapatkan 

keadilan. Keberadaan bantuan hukum sangat penting dalam proses 

peradilan pidana dan membantu persoalan-persoalan hukum bagi 

masyarakat yang membutuhkan terutama masyarakat kurang mampu 

salah satunya LPPA Bina Annisa. Kegiatan LBH tidak sebatas proses 

hukum di pengadilan, tetapi juga membantu mendorong penguatan 

rakyat, ikut memperjuangkan hak-hak kepentingan rakyat, agar 

                                                           
45 Frans Hendra Winarta, Suara Rakyat Hukum Tertinggi, Cetakan Pertama, Jakarta, 

Kompas, 2009, hlm 15 
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tercapainya akses masyarakat pada keadilan.46 Dengan demilikian 

dapat dijelaskan mengenai bentuk perlindungan yang diberikan oleh 

LPPA Bina Annisa kepada anak korban kekerasan seksual yaitu 

a. Pendampingan Kasus 

Pendampingan dari LPPA Bina Annisa sangat penting 

dalam proses hukum yang dialami oleh anak-anak karena 

mereka merupakan warga negara yang belum dewasa yang 

tidak memiliki kemampuan hukum untuk melakukan perbuatan 

hukum sehingga anak yang berhadapan dengan hukum harus 

melibatkan orang tua atau wali maupun pendamping. 

Pendamping sebagai orang yang memiliki kemampuan hukum 

untuk menuntut hak asasi mereka dalam proses hukum 

tersebut. Proses pemeriksaan juga harus dilakukan dengan tata 

cara ramah anak seperti dilakukan orang yang ahli dalam 

bidang anak, berdasarkan persetujuan anak kedalam bahasa 

yang dimengerti anak, dan bila bahasa itu tidak dimengerti 

harus diberikan penerjemahan. Anak harus diberikan 

kesempatan untuk beristirahat dan kehidupan pribadi yang 

tidak dipublikasikan dan tentu saja tanpa kekerasan terhadap 

anak selanjutnya dalam proses peradilan  

Peran dari seorang pendamping dalam menangani korban 

kekerasan seksual yaitu menginformasikan kepada korban akan 

haknya di tingkat penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di 

pengadilan, mendengarkan secara empati segala apa yang 

dibutukan korban sehingga korban merasa aman didampingi 

oleh pendamping.47 Pendamping hukum dapat memberikan 

bantuan hukum kepada korban yang bersifat litigasi yaitu 

bantuan hukum yang diberikan melalui proses di pengadilan, 

maupun bersifat non litigasi yaitu bantuan hukum yang 

diberikan di luar pengadilan seperti memberikan sosialisasi, 

pendidikan hukum dan lain sebagainya. Sebelum memberikan 

                                                           
46  Benny K. Harman, Verboden Voor Honden En Inlanders dan Lahirnya LBH: 

Catatan 40 Tahun Pasang Surut Keadilan, Cetakan Pertama, Jakarta, YLBHI, 2012, hlm 35-36 
47

 Wawancara dengan Ketua Lembaga Pendampingan Perempuan dan Anak Bina Annisa, 

Anam Anis, 4 Juli 2021 Pukul 10.00 WIB di Ruang Ketua LPPA Bina Annisa 
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bantuan hukum secara litigasi, maka pihak LPPA Bina Annisa 

akan melakukan penanganan kasus sebagai bagian dari layanan 

represif, maka langkah-langkah yang dіlakukan saat kasus 

kekerasan seksual terhadap anak masuk dіlaporkan ke LPPA 

Bina Annisa yaіtu:  

1. Pemeriksaan Identitas Korban 

Awalnya, orang tua korban akan mengatakan permohonanya 

kemudian LPPA Bina Anisa akan merespon dengan cepat 

menyangkut penanganan kasus tersebut. LPPA Bina Annisa ini 

akan menjelaskan upaya-upaya yang akan dilakukan berkaitan 

dengan anak dalam proses peradilan pidana dengan 

menyampaikan langkah-langkah hukum yang akan dilakukan 

dan menyampaikan target yang diharapkan kepada orang tua 

dan keluarga anak. LPPA Bina Anisa akan mendampingi anak 

korban kekerasan seksual tersebut mulai dari penyidikan 

sampai ke pengadilan bahkan apabila banding dan kasasi akan 

terus didampingi sampai suatu perkara tersebut memperoleh 

kekuatan hukum yang tetap.48 

Pіhak LPPA Bina Annisa akan memіnta korban untuk 

mengіsі berіta aсara proses pendampіngan. Lembaga telah 

menyіapkan formulіr untuk korban yang datang melapor. 

Korban akan menulіskan іdentіtasnya sepertі nama korban, 

nama pelaku, usіa korban, usіa pelaku, hubungan antara 

korban dan pelaku, bentuk kekerasan, penyebab kekerasan dan 

laіn sebagaіnya. Pada proses іnі, korban memіlіkі hak untuk 

merahasіakan іdentіtasnya (Pasal 19 ayat (1) UU SPPA). 

Dalam pengіsіan formulіr baіk pra maupun pasсa, pіhak 

LPPA Bina Annisa juga memperhatіkan kondіsі psіkologіs 

korban.49 Korban dіperlakukan dengan baіk sedemіkіan rupa 

agar merasa tenang dan dapat menсerіtakan kejadіan yang 

                                                           
48

 Wawancara dengan Advokat Lembaga Pendampingan Perempuan dan Anak Bina 

Annisa, Iwut Widiantoro, 4 Juli 2021 Pukul 12.00 WIB di Ruang LPPA Bina Annisa 
49

 Wawancara dengan Advokat  Lembaga Pendampingan Perempuan dan Anak Bina 

Annisa, Sugiantono 4 Juli 2021 Pukul 14.00 WIB di Ruang LPPA Bina Annisa 
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menіmpanya dengan baіk. Kondіsі korban yang tenang 

kemudіan membantu lanсarnya іnformasі yang dіbutuhkan 

dalam penanganan kasus, sehіngga peran kemampuan 

komunіkasі yang baіk bagі petugas yang bertugas dі LPPA Bina 

Annisa sangat pentіng. Hal tersebut karena dіkhawatіrkan jіka 

terjadі komunіkasі yang buruk dan ketіdaktenangan korban, 

korban dapat menutup dіrі apabіla merasa dіrіnya kurang 

nyaman dengan keadaan tersebut. 

2. Penсerіtaan Kronologіs Kasus 

 Setelah dіketahuі іdentіtas dіrі yang dіperlukan dalam 

penanganan kasus, maka selanjutnya korban dіpersіlahkan 

menсerіtakan kronologіs kasus. Pada tahap іnі, petugas LPPA 

Bina Annisa memіnta korban untuk menggambarkan rangkaіan 

kejadіan berdasarkan urutan waktu. Hal іnі berguna karena 

pentіng dalam penсarіan fakta kejadіan terhadap tіndak 

kekerasan yang dіalamі.50 Dalam proses іnі korban dapat 

memberіkan keterangan tanpa tekanan dan memіlіkі hak untuk 

bebas darі pertanyaan yang menjerat. 

 Penсerіtaan kronologіs kasus yang dіalamі korban 

terkadang berupa bagіan-bagіan іnformasі yang tіdak lengkap, 

baіk dіakіbatkan oleh kondіsі korban yang tіdak baіk atau tіdak 

efektіfnya komunіkasі. Apabіla kesulіtan dalam pengartіan 

bahasa (sepertі bahasa daerah), korban berhak untuk 

mendapat penerjemah. Tugas petugas LPPA Bina Annisa yaitu 

untuk berkomunіkasі dengan baіk dan menggalі іnformasі yang 

dіbutuhkan dengan meyakіnkan korban. Hal іnі dіlakukan pula 

dengan memanсіng korban melaluі pertanyaan-pertanyaan 

yang mengarah pada kasus yang dіhadapі. Іnformasі mengenaі 

awal permulaan kasus hіngga terjadіnya kasus lengkap 

bersama іdentіtas pelaku yaitu esensіal untuk dіdapatkan dalam 

penanganan kasus dі LPPA Bina Annisa. Anggota LPPA Bina 

                                                           
50  Wawancara dengan Advokat Lembaga Pendampingan Perempuan dan Anak Bina 

Annisa, Iwut Widiantoro, 4 Juli 2021 Pukul 12.00 WIB di Ruang LPPA Bina Annisa 
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Annisa kemudіan dapat bertіndak selayaknya relawan 

pendampіng dan mengіnformasіkan kepada korban akan 

haknya untuk mendapatkan seorang atau beberapa orang 

pendampіng (Pasal 23 ayat (2) UU SPPA) dalam rangka 

penіndaklanjutan kasus. 

3. Konselіng 

Korban anak kekerasan seksual serіngkalі mengalamі 

trauma dan gangguan psіkologіs saat melaporkan kasusnya. LPPA 

Bina Annisa bekerjasama dengan Dinas Pusat Pelayanan Terpadu 

Pemberdayaan Perempuan dan Anak (Dinas P2TP2A) dengan 

menyedіakan konselіng darі konselor ataupun ada juga psіkіater 

saat korban yang datang sebagaі klіen membutuhkannya. 

Pemberіan konselіng pada korban memіlіkі peran pentіng karena 

korban butuh penguatan dalam dіrіnya dan kestabіlan dalam 

penyelesaіan kasus. Pemberіan konselіng tersebut dіlakukan 

sembarі berlangsungnya proses mendengarkan seсara empatі 

segala penuturan korban sehіngga korban merasa aman 

dіdampіngі oleh pendampіng.51 

Konselіng dіlakukan oleh konselor Dinas P2TP2A. Konselіng 

іnі dіlakukan sesuaі amanat darі Pasal 69A Undang-Undang 

Perlіndungan Anak bahwa anak yang mengalamі kejahatan 

sesksual dapat memperoleh pendampіngan psіkososіal. Selaіn іtu, 

dіlakukan pula untuk mengobatі kekerasan psіkіs yang dіalamі 

korban. 

4. Advokasі  

Advokasі dіlakukan pasсa proses konselіng, saat korban 

telah kuat seсara psіkіs dalam menghadapі permasalahannya. 

Pendampіngan berupa advokasі lalu dіlakukan LPPA Bina Annisa 

dengan mempertіmbangkan jalur penanganan kasus yang dіambіl. 
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Advokasі dіlakukan dengan mempertіmbangkan aspek normatіf 

dan akіbat hukum yang dіtіmbulkan.52  

Pendampingan berupa advokasi dengan 

mempertimbangkan jalur penanganan kasus yang diambil. Pencari 

keadilan makin paham mengenai kasus dia dan paham mengenai 

hak-haknya dan haknya harus diperjuangkan. Pelibatan pencari 

keadilan sudah dilakukan sejak awal penentuan strategi advokasi. 

Pencari keadilan harus paham strategi yang dibuat bahkan dapat 

mengusulkan cara. Perlu kesepakatan prinsip antara pendamping 

dan pencari keadilan. Pencari keadilan juga harus mengetahui 

risiko mengenai jalur yang diambil. Diharapkan pencari keadilan 

dapat menjadi agen perubahan masyarakat. Pelibatan dari pencari 

keadilan  penting. Pemberi bantuan hukum memberikan 

penjelasan dan pemahaman mengenai hak dan kewajiban sesuai 

dalam peraturan perundang-undangan, mendampingi korban 

untuk mendapatkan perlindungan, mendampingi korban dalam 

menanyakan perkembangan kasus korban kepada aparat penegak 

hukum mendampingi korban ke rumah sakit untuk mendapatkan 

visum et repertum. Ketika ada kasus salah tangkap oleh pihak 

kepolisian, LPPA Bina Annisa akan melaporkan kepada lembaga-

lembaga negara kemudian meminta pandangann hukum dari 

lembaga tersebut seperti komnas ham, ombudsman atau meminta 

para ahli di bidangnya. 

LPPA Bina Annisa kemudіan mendampіngі korban dі 

tіngkat penyіdіkan, penuntutan hіngga tіngkat pemerіksaan 

pengadіlan dengan membіmbіng korban untuk seсara objektіf dan 

lengkap memaparkan kekerasan dalam yang dіalamіnya (Pasal 23 

ayat (2) UU SPPA). Pіhak LPPA Bina Annisa membantu kepolіsіan 

dalam menjalankan tugasnya terutama untuk menjamіn 

berjalannya kewajіban kepolіsіan kepada korban tentang hak 

korban untuk mendapat pelayanan dan pendampіngan. Selaіn іtu, 

                                                           
52

 Wawancara dengan Advokat  Lembaga Pendampingan Perempuan dan Anak Bina 

Annisa, Sugiantono, 4 Juli 2021 Pukul 14.00 WIB di Ruang LPPA Bina Annisa 
 



 

 
 

66 
 

dalam pendampіngan, LPPA Bina Annisa juga membantu untuk 

penyelesaіan kasus oleh kepolіsіan dengan melakukan advokasі 

untuk segera dіlakukannya penyelіdіkan setelah mengetahuі atau 

menerіma laporan tentang terjadіnya kekerasan seksual. 

b. Sosialisasi 

LPPA Bina Annisa melakukan kegiatan penyebarluasan 

informasi dan pemahaman mengenai norma hukum kepada 

masyarakat. Tujuan diadakan kegiatan ini untuk meningkat 

pemahaman kesadaran hukum terhadap masyarakat. kegiatan 

ini dilakukan dalam bentuk ceramah atau diskusi. Radio Gema 

FM juga turut membantu menyiarkan dengan tema warga yang 

tidak mampu berhak mendapat pendampingan hukum. LPPA 

Bina Annisa bekerjasama dengan Lembaga Pemasyarakatan 

kelas II B Mojokerto untuk memberikan penyuluhan hukum 

kepada warga binaan.53 Tujuan adanya sosialisasi ini supaya 

warga binaan mengetahui haknya berupa perlindungan hukum 

dan mendaptkan pendampingan dari LPPA Bina Annisa baik 

ditingkat kepolisian, kejaksaan, maupun pengadilan. Setiap 

warga mempunyai hak untuk mendapatkan jaminan hukum 

yang adil dan kedudukan masyarakat itu sama di depan hukum. 

bagi masyarakat yang tidak mampu berhak mendapatkan 

bantuan hukum secara cuma-cuma dari LPPA Bina Annisa 

dengan syarat membawa surat keterangan tidak mampu dari 

kantor desa atau kelurahan setempat.  

Dalam rangka memperingati hari anak nasional 2020, pada 

tanggal 4 Agustus 2020, LPPA Bina Annisa melakukan webinar 

tentang Komitmen Kabupaten Mojokerto Layak Anak. Webinar 

ini dilakukan bersama Pusat pengembangan otonomi daerah 

Universitas Brawijaya, Lembaga Konsultasi Pemberdayaan 

Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Mojokerto. 

                                                           
53 http://gemamedia.mojokertokota.go.id/2019/04/23/warga-yang-tidak-mampu-berhak-

mendapatkan-pendampingan-hukum/ Yayuk April 23, 2019 

http://gemamedia.mojokertokota.go.id/2019/04/23/warga-yang-tidak-mampu-berhak-mendapatkan-pendampingan-hukum/
http://gemamedia.mojokertokota.go.id/2019/04/23/warga-yang-tidak-mampu-berhak-mendapatkan-pendampingan-hukum/
http://gemamedia.mojokertokota.go.id/author/ph_yayuk/
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Webinar ini membahas mengenai sejauh mana komintmen 

Kabupaten Mojokerto terhadap perlindungan anak.54 Kabupaten 

Mojokerto dalam memberikan perlindungan anak sudah baik 

dapat dilihat dari sinergi dan kolaborasinya kepolisian, 

kejaksaan, dan pengadilan dengan LPPA Bina Annisa.  

c. Kampanye 

Kegіatan іnі dіlakukan yaіtu dengan tujuan untuk 

menyuarakan dan mengaspіrasіkan keprіhatіnan atas 

dіbutuhkannya perlіndungan terhadap korban kekerasan. LPPA 

Bina Annisa melakukan kampanye seputar isu-isu mengenai 

anak, perempuan, maupun hal-hal mengenai kebijakan 

pemerintah. Aktivitas kampanye diharapkan bisa memberikan 

pengetahuan bagi masyarakat. Kampanye ini dapat dilakukan 

secara langsung seperti kelurahan sadar hukum maupun tidak 

langsung seperti membuat slogan-slogan hukum sehingga 

harapannya hati masyarakat dapat tergerak sendiri untuk 

meningkatkan budaya hukum. 

Lembaga Pendampingan Perempuan dan Anak Bina Annisa 

memiliki alur pelayanan bagi masyarakat yang membutuhkan 

keadilan yaitu: 

 

 

 

 

 

 

                                                           
54

 Wawancara dengan Ketua  Lembaga Pendampingan Perempuan dan Anak Bina Annisa, 

Anis Anam, 4 Juli 2021 Pukul 10.00 WIB di Ruang LPPA Bina Annisa 
 



 

 
 

68 
 

Sumber : Data Sekunder, diolah, 2021 

GAMBAR 3 

Alur Pelayanan LPPA Bina Annisa 
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Keterangan: 

1. Klien datang ketempat seketariat LPPA Bina Annisa  

2. Pengurus LPPA Bina Annisa menanyakan mengenai permasalahan apa 

yang sedang dialami klien dan hal apa yang dibutuhkan klien. Setelah itu, 

klien akan diberi formulir untuk diisi mengenai permohonan bantuan 

hukum 

3. Setelah itu, klien melengkapi berkas dan syarat 

4. Apabila berkas belum lengkap, maka klien harus melengkapi terlebih 

dahulu. Sedangkan berkas sudah lengkap langsung ketahap berikutnya 

5. Advokat akan memewawancarai klien seperti bagaimana kronologi 

kejadian dan apa yang dibutuhkan pencari keadilan seperti rumah aman, 

bantuan hukum, pemulihan psikis). Advokat juga akan menanyakan 

pencari keadilan mengenai pilihan penyelesaian kasus berupa jalur litigasi 

maupun nonlitigasi. Kemudian advokat akan membantu mencari solusi 

penyelesaian masalah hukum yang dihadapi 

6. Advokat akan menganalis permasalahan hukum pencari keadilan dengan 

mempertimbangkan risiko atas pilihan penyelesaian kasus. Hal ini proses 

pelayanan nonlitigasi sudah selesai. Apabila permasalahannya haruus 

ditempuh dengan jalur litigasi maka langsung kelangkah selanjutnya 

7. Apabila penyelesaian kasus harus ditempuh dengan menggunakan jalur 

litigasi, maka pencari keadilan harus melengkapi bukti-bukti yang 

dibutuhkan oleh advokat dalam proses persidangan. Apabila belum 

lengkap, maka harus dilengkapi terlebih dahulu. Sedangkan apabila sudah 

lengkap maka proses peradilan dilanjutkan. Apabila kasus pencari 

keadilan ke ranah pidana, maka advokat akan langsung mendampingi 

pencari keadilan di kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan. Dalam 

melakukan pendampingan, advokat akan menanyakan atas 

perkembangan kasus dan kondisi korban. Sedangkan kasus mengenai 

perdata, maka advokat akan segera membuat gugatan dan permohonan. 
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2. Perlindungan Anak Korban Kekerasan Seksual oleh 

Kepolisian Resor Kabupaten Mojokerto 

Pаdа hаkekаtnyа penegаkаn hukum merupаkаn suаtu upаyа 

untuk menegаkаn normа-normа hukum secаrа nyаtа sebаgаi 

pedomаn perilаku dаlаm lаlu lintаs аtаu hubungаn-hubungаn hukum 

dаlаm kehidupаn bermаsyаrаkаt dаn bernegаrа.55 Proses penegаkаn 

hukum tidаk terlepаs dаri perаn sertа аpаrаt penegаk hukum itu 

sendiri, kаrenа merekаlаh yаng nаntinyа аkаn menegаkkаn аturаn 

hukum tersebut. Аpаbilа penegаk hukum mempunyаi sifаt dаn 

mentаl yаng buruk, mаkа аkаn menciptаkаn penegаkаn hukum yаng 

buruk pulа. Begitupun sebаliknyа, apаbilа penegаk hukum 

mempunyаi sifаt dаn mentаl yаng bаik dаlаm menjаlаnkаn аturаn 

hukum yаng аdа, mаkа аkаn menciptаkаn penegаkаn hukum yаng 

bаik dаn bersifаt responsif.56  

Аdа limа komponen penegаk hukum di Indonesiа, yаitu аntаrа 

lаin kepolisiаn, kejаksааn, kehаkimаn аtаu pengаdilаn, аdvokаt, dаn 

lembаgа pemаsyаrаkаtаn.57 Kepolisiаn merupаkаn sаlаh sаtu 

komponen lembаgа negаrа yаng memiliki tugаs dаn wewenаng 

dаlаm bidаng penegаkаn hukum pidаnа. Sebаgаi institusi penegаk 

hukum dаlаm sistem perаdilаn pidаnа, kepolisiаn bertindаk sebаgаi 

the gаte keeper of criminаl justice system, аrtinyа kepolisiаn 

merupаkаn gerbаng pertаmа dаn utаmа yаng menentukаn mаsuknyа 

kаsus pidаnа dаlаm sistem perаdilаn аtаu dengаn kаtа lаin kepolisiаn 

yаng bertugаs menentukаn siаpа yаng pаtut disidik sertа siаpа yаng 

pаtut ditаngkаp dаn yаng ditаhаn.  

Perlindungan anak merupakan usaha untuk menciptakan kondisi 

agar anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya demi 

pertumbuhan dan perkembangan anak yang optimal baik fisik, 

mental, maupun sosial. Berdasarkan pasal 28 huruf B angka (2) 

Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 menyatakan 

Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan 

                                                           
55 Laurensius Arliman, Penegakan Hukum dan Kesadaran Masyarakat, Deepublish, 

Yogyakarta, 2015, hlm. 12.   
56 Laurensius Arliman, Ibid, hlm 14 
57 Laurensius Arliman, Ibid, hlm 17-20 
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berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan 

diskriminasi termasuk di dalam kepolisian. Kepolisian menjadi tempat 

masyarakat termasuk korban atas tindak pidana yang telah 

dialaminya. Berikut merkanisme penanganan laporan masyarakat di 

Kepolisian Resor Mojokerto: 
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Sumber : Data Sekunder, diolah, 2021 

GAMBAR 4 

Mekanisme Penanganan Laporan Masyarakat di Kepolisian Resor 

Mojokerto 
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Keterangan: 

1. Penerimaan laporan oleh Sentra Pelayanan Kepolisian (SPK) 

Menurut Pasal 1 Butir 24 KUHAP, yang dimaksud dengan laporan yaitu 

pemberitahuan yang disampaikan oleh seseorang karena hak dan 

kewajibannya berdasarkan undang-undang telah atau sedang atau diduga 

akan terjadinya peristiwa pidana. Penerimaan laporan dari korban oleh 

SPK, korban melapor kasus yang menimpa dirinya kepada SPK dengan 

membawa identitas diri, kemudian dari SPK diarahkan ke Unit PPA untuk 

konseling atau wawancara awal. Laporan sangat diperlukan sebagai bukti 

awal guna dilakukannya penyidikan untuk kemudian dilanjutkan ke 

tahapan-tahapan seanjutnya. Laporan dapat dilakukan oleh korban yang 

mengalami sendiri maupun saksi yang mendengar atau melihat sendiri. 

2. Penyelidikan  

Setelah menerima laporan dari masyarakat langkah selanjutnya yaitu 

penyelidikan. Tujuan dari penyelidikan yaitu untuk mengumpulkan bukti 

permulaan yang cukup agar dapat dilakukan pennyelidikan 

3. Memeriksa Korban 

Penyidik akan melakukan wawancara, pengamatan dan penilaian terhadap 

keadaan korban. Kemudian keadaan korban akan terbagi menjadi tiga yaitu  

a. Apabila korban dalam kondisi trauma atau stres maka penyidik 

akan melakukan tindakan penyelamatan dengan mengirim korban 

ke Rumah Sakit untuk mendapatkan penanganan medis serta 

memantau perkembangannya  

b. Apabila korban memerlukan istirahat petugas akan mengantar ke 

ruang istirahat  

c. Apabila korban sehat dan baik maka penyidik dapat melaksanakan 

wawancara guna membuat sebuah laporan apabila keadaan 

korban yang sudah sehat atau baik maka dilakukan dengan 

pembuatan laporan dan bila perlu akan mendatangi TKP untuk 

mencari dan kumpulkan bukti kemudian saksi atau korban yang 

setelah dibakar laporan maka akan divisum maka petugas 

mengatakan saksi atau korban untuk mendapatkan pemeriksaan 

kesehatan dan visum apabila saksi atau korban dirasakan tidak 

melakukan visum. Pemeriksaan laboratorium berupa visum et 
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repertum pada kasus kekerasan seksual sangat penting untuk 

pembuktian tersangka sebab pada prinsipnya setiap dua benda 

yang saling bersentuhan satu sama lain akan meninggalkan bekas. 

Kepolisian Republik Indonesia memberikan pengertian visum et 

repertum ditemukan dalam ordonansi 1939 No. 350 Pasal 1 yang 

menyatakan visum et repertum yang dibuat yaitu oleh dokter yang 

mempunyai kekuatan dengan bukti-bukti dalam pengalihan 

perkara pidana memuat hal yang dilihat, dialami, dan diketahui 

berdasarkan ilmu pengetahuan dibidangnya terhdap barang-

barang yang diperiksanya diatas sumpah (jabatan khusus). Visum 

et repertum sebagai alat bukti keterangan ahli merupakan alat 

bukti yang penting dan diperlukan untuk menguatkan pembuktian 

dalam kejahatan kekerasan seksual. 

4. Gelar Perkara 

Gelar perkara dilaksanakan untuk menentukan layak tidaknya berkas untuk 

dilanjutkan ke tahap berikutnya yaitu penyidikan atau naik sidik. Namun, 

jika berkas tidak layak maka akan ke tahap henti lidik. Di tahap henti lidik 

maka penyidik akan membuat surat penghentian penyelidikan SP2 lidik dan 

surat pemberitahuan perkembangan hasil penyelidikan (SP2HP) kepada 

pelapor. 

5. Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) 

Apabila perkara tersebut telah memenuhi unsur tindak pidana maka 

penyidik akan membuat Surat pemberitahuan dimulainya penyidikan 

(SPDP). SPDP merupakan surat pemberitahuan kepada Kepala Kejaksaan 

tentang dimulainya penyidikan yang dilakukan oleh penyidik Polri 

sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 16 Peraturan Kepolisian Nomor 6 

Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak pidana 

6. Pengumpulan Alat Bukti  

Alat bukti atau barang bukti merupakan sesuatu yang sangat penting 

dalam pembuktian. Terbuktinya tersangka atau terdakwa atau tidak, 

tergantung dari alat bukti yang digunakan saat terjadinya tindak pidana 

tersebut. 
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7. Pemeriksaan Saksi dan Tersangka 

Keterangan saksi sebagi alat bukti yang sah dibutuhkan untuk menguatkan 

dugaan atas terjadinya suatu tindak pidana. Setiap orang dapat menjadi 

saksi apabila seseorang tersebut mendengar sendiri, mengalami sendiri dan 

melihat sendiri tentang terjadinya tindak pidan dengan menyebutkan 

alasan bahwa ia mengetahuinya. Tidaklah mudah mengumpulkan saksi 

dalam tindak pidana kekerasan seksual sebab kejadian tersebut pasti 

dilakukan di suatu tempat dan waktu tertentu sehingga tidak diketahui oleh 

orang lain. jadi jika terdapat saksi dalam kasus kejahatan seksual maka 

akan sangat membantu dalam proses penyidikan. Sebab menurut Pasal 

127 KUHAP menyebutka bahwa keterangan saksi yaitu salah satu alat bukti 

dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu 

peristiwa pidana yang ia denger sendiri adan ia alami sendiri dengan 

meyebut alasan dari pengetahuannya itu. Kemudian penyidik juga akan 

meminta keterangan dari tersangka mengenai hal-hal yang berkaitan 

dengan tindak pidana yang dilakukan terhadap korban 

8. Penetapan tersangka 

Apabila alat bukti sudah cukup dan keterang-ketarangan dari korban, saksi, 

dan tersangka berkesinambungan maka penyidik akan menetapkan 

tersangka. Penyidik juga akan menahan tersangka dikhawatirkan tersangka 

menghilangkan barang bukti, melarikan diri, atau mengulangi tindak pidana 

9. Pemberkasan Perkara 

Pemberkasan perkara (BAP) dilakukan setelah penyidik mengetahui 

kronologis kejadian secara jelas dan didukung oleh alat-alat bukti yang 

cukup dan saksi-saksi yang ada, agar secepatnya BAP dapat dilimpahkan 

kepada kejaksaan, untuk diproses lebih lanjut. Penyerahan berkas perkara 

dilimpahkan kepada kejaksaan untuk proses selanjutnya. Hal ini 

sebagaimana disebutkan dalam Pasal 8 KUHAP, yang berbunyi 1) Penyidik 

membuat berita acara tentang pelaksanaan tindakan sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 75 dengan tidak mengurangi ketentuan lain 2) 

Penyidik menyerahkan berkas kepada penuntut umum 3) Penyerahan 

berkas perkara sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilakukan a. Pada 

tahap pertama penyidik hanya menyerahkan berkas perkara b. Dalam hal 
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penyidikan sudah dianggap selesai, penyidik menyerahkan tanggung jawab 

atau tersangka dan barang bukti kepada penuntut umum. 

10. Kirim ke Jaksa Penuntut Umum 

Apabila BAP dinyatakan P-21 maka dilanjutkan penyerahan BAP dan barang 

bukti oleh penyidik kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU) 

Negara, pemerintah, dan masyarakat berkewajiban melindungi 

hak anak, khususnya korban kekerasan seksual, hal ini juga diatur pada 

Pasal 13 angka (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang 

Perlindungan Anak yang berbunyi Setiap anak selama dalam pengasuhan 

orang tua, wali, atau pihak lain mana pun yang bertanggung jawab atas 

pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan diskriminasi, 

eksploitasi baik ekonomi maupun seksual, penelantaran, kekejaman, 

kekerasan dan penganiayaan, ketidakadilan serta perlakuan salah lainnya. 

Perlindungan terhadap anak juga diatur pada pasal 16 angka (1) Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 2002 jo. Undang-Undang Nomor  Tentang 

Perlindungan Anak menjelaskan Setiap anak berhak memperoleh 

perlindungan dari sasaran penganiayaan, penyiksaan, atau penjatuhan 

hukuman yang tidak manusiawi. Kemudian, pada Pasal 17 angka (2) 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak 

dijelaskan bahwa Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku 

kekerasan seksual atau yang berhadapan dengan hukum berhak 

dirahasiakan. Sedangkan pada Pasal 18 UndangUndang Nomor 23 Tahun 

2002 Tentang Perlindungan Anak menjelaskan Setiap anak yang menjadi 

korban atau pelaku tindak pidana berhak mendapatkan bantuan hukum 

dan bantuan lainnya. Berdаsаrkаn hаsil penelitiаn yаng dilаkukаn penulis 

di Unit PPА Polres Mojokerto, pemberian perlindungan anak korban 

kekerasan seksual yаitu sebаgаi berikut: 

a. Berhak membuat laporan mengenai kasus yang dialaminya 

terhadap pihak berwajib dan penyidik selaku pihak berwajib yang  

mengetahui, menerima laporan atau pengaduan tentang 

terjadinya suatu peristiwa yang patut diduga merupakan tindak 

pidana wajib segera melakukan tindakan penyelidikan yang 

diperlukan (Pasal 102 KUHAP) 
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Penyidik sudah melaksanakan kewajibannya untuk 

menerima laporan atau pengaduan dari masyarakat yang dimana 

telah terjadi suatu tindak pidana. Penyidik akan segera menangani 

kasus yang sudah masuk di Sentra Pelayanan Kepolisian (SPK).58 

Dalam melakukan proses penyidikan Unit PPA akan secepatnya 

memproses setiap laporan yang diduga merupakan tindak pidana 

sesuai dengan Pasal 102 KUHAP yang berbunyi Penyidik yang 

mengetahui, menerima laporan atau pengaduan tentang 

terjadinya suatu peristiwa yang patut diduga merupakan tindak 

pidana wajib segera melakukan tindakan penyelidikan yang 

diperlukan. 

b. Berhak dijaga kerahasiaan identitasnya dalam pemberitaan di 

media cetak ataupun elektronik (Pasal 19 Undang-Undang 

Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem 

Peradilan Pidana Anak) 

Dalam hal ini, penyidik Unit PPA Polres Mojokerto telah 

melaksanakan tugasnya untuk merahasiakan identitas anak. 

Identitas yang harus dirahasiakan berupa nama anak korban, 

nama orang tua korban, alamat, wajah, dan hal-hal yang terkait 

dengan jati diri anak.59 Proses pemeriksaan anak diwajibkan untuk 

dirahasiakan untuk menghindari adanya proses labelisasi dan 

melindungi perkembangan mental anak, pihak penyidik 

memberikan press release agar pemberitaan tidak menyimpang, 

dilebih-lebihkan, dan sesuai dengan fakta yang menggunakan 

bahasa etis. 

c. Penyidik memeriksa perkara anak korban tidak memakai toga atau 

atribut kedinasan. (Pasal 22 Undang-Undang Republik Indonesia 

Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak).  

Hal-hal seperti ini ditegakkan di wilayah hukum Unit PPA 

Polres Mojokerto untuk melindungi anak dari ketakutan pada saat 

dilakukan penyidikan serta memberikan kesan yang lebih santai 
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 Wawancara dengan Penyidik Aipda Vita Zatziah, Unit PPA Polres Mojokerto, 3 Mei 2021 

Pukul 10.00 WIB di Ruang Unit PPA Polres Mojokerto 
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 Wawancara dengan Penyidik Aipda Vita Zatziah, Unit PPA Polres Mojokerto, 3 Mei 2021 

Pukul 10.00 WIB di Ruang Unit PPA Polres Mojokerto 
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dan lebih kekeluargaan kepada anak agar penyidikan berjalan 

lancar namun tidak membebani mental anak. Tidak adanya rasa 

takut di dalam diri anak dapat membantu penyidik untuk 

mengungkap suatu tindak pidana.60 

d. Kemudahan dalam mendapatkan informasi mengenai 

perkembangan perkara (Pasal 90 ayat (1) huruf c Undang-Undang 

Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem 

Peradilan Pidana Anak) 

Penyidik Unit PPA Polres Mojokerto selalu memberikan 

informasi perkembangan perkara kepada pihak korban melalui 

pengiriman Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan 

(SP2HP) secara bertahap. Pada tahap pertama yakni SP2HP 1 

yang berisi bahwa laporan tersebut telah ditangani oleh Unit PPA 

kemudian jika penyidik sudah melakukan pemeriksaan terhadap 

saksi, melakukan penyitaan barang bukti serta menerima hasil 

visum penyidik Unit PPA Polres Mojokerto mengirimkan kembali 

SP2HP kedua kepada korban dan pada tahap terakhir setelah 

dilakukan penyelidikan dikirimkan SP2HP yang ketiga berisi bahwa 

laporan korban sudah dikirim ke Kejaksaan Negeri Mojokerto. Jadi 

pemberitahuan mengenai perkembangan perkara kepada korban 

dilakukan secara mata rantai semacam itu.61 Seringkali korban 

hanya berperan dalam pemberian kesaksian di pengadilan akan 

tetapi dia tidak mengetahui perkembangan kasus yang 

bersangkutan. Ketika hak ini tidak diberikan kepada korban maka 

dikawatirkan akan kemungkinan korban merasa tidak dianggap 

penting keterangannya dalam proses Peradilan Pidana hingga 

membuat korban merasa malas untuk memberikan keterangan 

dalam proses peradilan.62 Oleh karena itu sudah seharusnya 

informasi mengenai perkembangan kasus berikan kepada korban 

                                                           
60 Wawancara dengan Penyidik Briptu Rindang Ayusasi, Unit PPA Polres Mojokerto, 3 Mei 

2021 Pukul 12.00 WIB di Ruang Unit PPA Polres Mojokerto 
61 Wawancara dengan Penyidik Briptu Rindang Ayusasi, Unit PPA Polres Mojokerto, 3 Mei 

2021 Pukul 12.00 WIB di Ruang Unit PPA Polres Mojokerto 
62 Muhadar dkk, Perlindungan Saksi dan Korban dalam Sistem Peradilan Pidana, Putra 

Media Nusantara, Surabaya, 2011, hlm 188 
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dan penyidik Unit PPA telah melaksanakan tugasnya untuk 

memberikan informasi perkembangan perkara bagi para korban 

e. Ikut serta dalam memilih dan menentukan bentuk perlindungan 

dan dukungan keamanan (Pasal 5 huruf b Undang-Undang 

Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas 

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan 

Saksi dan Korban) 

Berdasarkan hasil wawancara dengan penyidik UPPA Polres 

Mojokerto Aipda Vita Zatziah, telah melaksanakan tugasnya dalam 

ikut serta memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan 

dukungan keamanan bagi korban. Para korban kekerasan seksual 

diberikan kebebasan yang seluas-luasnya untuk memilih maupun 

menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan bagi 

mereka tanpa adanya tekanan dari pihak manapun.63 Bentuk 

perlindungan yang diberikan oleh pihak penyidik yakni dengan 

menangani perkara yang dilaporkan oleh korban sampai selesai 

dan selama penyidikan korban kekerasan seksual tersebut selalu 

mendapat pengawasan dari pihak yang berwajib yakni kepolisian. 

Korban pada tahap penyidikan sangat dilindungi oleh penyidik dan 

diberikan kebebasan untuk didampingi oleh keluarganya atau 

orang yang dipercayainya mulai dari pemeriksaan di rumah sakit 

terkait dilaksanakannya visum pada korban. 

Perlindungan menurut undang-undang Perlindungan Saksi 

dan Korban yaitu segala upaya pemenuhan hak dan pemberian 

bantuan untuk memberikan rasa aman kepada korban yang wajib 

dilaksanakan oleh LPSK atau lembaga lainnya sesuai dengan 

kebutuhan.64 Korban kejahatan yang pada dasarnya pihak yang 

paling menderita dalam suatu kejahatan justru tidak memperoleh 

perlindungan sebanyak yang diberikan oleh undang-undang 

                                                           
63 Wawancara dengan Penyidik Aipda Vita Zatziah, Unit PPA Polres Mojokerto, 3 Mei 2021 

Pukul 13.00 WIB di Ruang Unit PPA Polres Mojokerto 
64 Penjelasan Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 

Tentang Perlindungan Saksi dan Korban, Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 
64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635 
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kepada pelaku kejahatan.65 Terkait dengan hak ikut serta dalam 

proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan 

dukungan kandungan dapat disimpulkan bahwa penyidik Unit PPA 

Mojokerto telah melaksanakan perlindungan tersebut. 

f. Memberikan keterangan tanpa tekanan (Pasal 5 huruf c Undang-

Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 tentang 

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang 

Perlindungan Saksi dan Korban) 

Berdasarkan hasil wawancara dengan Aipda Vita Zatziah 

pada tahap penyidikan dalam menggali keterangan maupun 

kesaksian dari korban terkait dengan kekerasan seksual yang 

dialaminya itu untuk mempermudah penyidik dalam menemukan 

serta mengumpulkan bukti-bukti maupun tersangka kekerasan 

seksual tersebut dengan cara melakukan pendampingan pada 

korban saat memberikan keterangannya baik oleh keluarga korban 

maupun psikolog sehingga korban tidak merasa tertekan. Pada 

saat korban memberikan keterangan kasus yang dialaminya pada 

penyidik sesuai dengan kronologi kejadian yang dialaminya 

sehingga pada saat korban memberikan keterangan kepada 

penyidik diungkapkan secara terbuka demi untuk mengungkap 

adanya kekerasan yang dialaminya dan agar pelaku dapat segera 

ditangkap serta dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya 

tanpa adanya tekanan dari pihak penyidik dalam menggali 

informasi mengenai kejadian yang  menimpanya.66 

Dalam hal terjadinya kekerasan seksual pihak yang sangat 

menderita yaitu korban. Penderitaan korban seringkali luput dari 

perhatian baik dari petugas maupun dalam masyarakat. 

bagaimanapun juga dengan keharusan korban untuk 

menceritakan kembali secara berulang-ulang tentang kekerasan 

yang menimpanya membuat korban merasa tertekan.67 Oleh 

                                                           
65 Rena Yulia, op.cit, hlm 104 
66 Wawancara dengan Penyidik Aipda Vita Zatziah, Unit PPA Polres Mojokerto, 3 Mei 2021 

Pukul 10.00 WIB di Ruang Unit PPA Polres Mojokerto 
67 Moerti Hardiati Soeroso,  Kekerasan dalam Rumah Tangga, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, 

hlm 123 
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karena itu, perlindungan anak korban kekerasan seksual untuk 

memberikan keteranngan tanpa tekanan telah dilaksanakan oleh 

penyidik Unit PPA Polres Mojokerto. 

g. Mendapat penerjemah huruf d (Pasal 5 Undang-Undang Republik 

Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-

Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan 

Korban) 

Korban pencabulan di wilayah Mojokerto yang kurang 

lancar dalam berbahasa Indonesia atau yang mengalami 

gangguan dalam berbicara pihak penyidik Unit PPA memberikan 

penerjemah untuk mendampingi korban mulai dari tahap 

penyidikan. Penyidikan UPPA Polres Mojokerto pada saat 

melakukan penyidikan bilamana korban tidak dapat berbahasa 

Indonesia dengan baik dan benar maka penyidikan dilakukan 

dengan menggunakan bahasa yang dikuasai oleh korban misalnya 

menggunakan bahasa jawa.68 

Penyidik belum pernah memeriksa korban kekerasan 

seksual melainkan kekerasan fisik. Korban yang berasal dari 

Kecamatan Pacet tidak bisa berbicara pada saat itu terhadap 

semua orang termasuk kepada anggota penyidik yang semuanya 

laki-laki korban sangat ketakutan sehingga yang dilakukan oleh 

Kepala Unit PPA yaitu mendatangkan penerjemah yang 

mempunyai sertifikat resmi dari pemerintah. Penerjemah tersebut 

berasal dari P2TP2A yang mengerti bahasa isyarat korban yang 

didampingi dibantu oleh orang tuanya. Penerjemah tersebut juga 

mendampingi korban selama proses peradilan berlangsung. pada 

saat persidangan untuk menghindari pengembalian berkas perkara 

dari kecelakaan karena sudah dapat diterapkan bantuan untuk 

mendapatkan penerjemah sangat mutlak diperlukan karena pada 

kasus-kasus tertentu bahasa yang digunakan oleh penyidik 

penuntut umum, hakim kadang-kadang tidak dimengerti oleh 
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 Wawancara dengan Penyidik Briptu Rindang Ayusasi, Unit PPA Polres Mojokerto, 3 Mei 
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korban sehingga berdampak pada kebenaran materiil.69 Dengan 

kata lain bahwa penyidik telah mengupayakan hak anak sebagai 

korban kekerasan seksual untuk mendapatkan penerjemah sesuai 

dalam pasal 5 ayat 1 huruf d 

h. Bebas dari pertanyaan yang menjerat (Pasal 5 huruf e Undang-

Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 tentang 

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang 

Perlindungan Saksi dan Korban) 

Dalam hal mendapatkan keterangan maupun kesaksian 

dari para korban kekerasan seksual tidak dilakukan dengan 

memberikan pertanyaan-pertanyaan yang menjerat dengan tujuan 

agar korban tidak merasa tertekan dan menghindari traumatis 

yang berlebihan sehingga dapat memberikan keterangan maupun 

kesaksian dengan sebenar-benarnya.70 Jika dalam salah satu 

pertanyaan disebabkan suatu kejahatan yang tidak diakui telah 

dilakukan oleh seorang saksi yang berkedudukan sebagai korban 

tetapi dianggap seolah-olah diakui atau dinyatakan maka 

pertanyaan dengan sebagai suatu pertanyaan yang bersifat 

menjerat.71 Korban kekerasan seksual bebas dari pertanyaan yang 

menjerat dalam memberikan keterangan dan kesaksiannya tanpa 

adanya tekanan dari penyidik maupun ancaman yang akan 

Mempengaruhi kebenaran atas keterangan yang diberikan. 

Sehingga dalam hal ini Polres telah melaksanakan perlindungan 

i. Berhak mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya (Pasal 

18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 

tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 

tentang Perlindungan Anak) 

Penyidik Unit PPA Polres Mojokerto telah melaksanakan 

tugasnya agar korban mendapatkan bantuan hukum. Ketika 

korban mengadukan permasalahan kepada kepolisian, polisi akan 

                                                           
69 Siswanto Sunarso, Viktimologi dalam Sistem Peradilan Pidana, Sinar Grafika, Jakarta 

Timur, 2012, hlm 259 
70 Wawancara dengan Penyidik Briptu Rindang Ayusasi, Unit PPA Polres Mojokerto, 3 Mei 

2021 Pukul 12.00 WIB di Ruang Unit PPA Polres Mojokerto 
71 M.Karjadi dan R. Soesilo, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dengan 

Penjelasan Resmi dan Komentar, Bogor, Politeia, 1997, hlm 148 
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menyampaikan bahwa ia berhak mendapatkan bantuan hukum. 

polisi akan merekomendasikan bantuan hukum yang sering 

menangani kasus anak dan perempuan yaitu LPPA Bina Annisa. 

Keuntungan korban mendapat bantuan hukum yaitu korban akan 

mendapatkan saran atau nasihat hukum khusus dan terarah 

terhadap permasalahan yang dialamainya, adanya pihak untuk 

berkoordinasi dengan aparat hukum, dan adanya pihak yang 

memperjuangkan hak-hak korban.72  

j. Mengetahui dalam hal terpidana dibebaskan (Pasal 5 ayat (1) 

huruf h Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban) 

Hasil Wawancara dengan penyidik unit PPA Polres 

Mojokerto telah melaksanakan tugasnya mengenai hak anak 

korban kekerasan seksual terkait dibebaskannya terpidana. Dalam 

hal ini terpidana dibebaskan berdasarkan proses hukum yang 

berlaku atas persetujuan dari pihak korban dan keluarga korban 

sehingga bilamana terpidana telah dibebaskan penyidik akan 

memberitahukan informasi tersebut kepada pihak korban dan 

keluarganya.73 Ketakutan korban akan adanya pembalasan 

dendam seringkali cukup beralasan dan ia layak untuk diberitahu 

apabila seorang terpidana yang dihukum penjara akan 

dibebaskan. Hal ini juga dapat menimbulkan rasa puas seorang 

korban karena ia dihargai dalam proses peradilan pidana.74 pihak 

penyidik unit PPA Polres Mojokerto memberikan informasi terkait 

terpidana dibebaskan untuk menghindari ketakutan yang dialami 

oleh korban kekerasan seksual akan adanya balas dendam dari 

terdakwa sehingga korban berhak untuk diberitahu bilamana 

seorang terpidana yang dihukum penjara akan dibebaskan dan hal 

tersebut telah dilaksanakan oleh penyidik Unit PPA Polres 

Mojokerto terkait melindungi anak sebagai korban tindak pidana 

kekerasan seksual. 
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73 Wawancara dengan Penyidik Ipda Dwi ARi, Unit PPA Polres Mojokerto, 3 Mei 2021 Pukul 
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k. Perlindungan dan pendampingan pada setiap tingkat pemeriksaan 

mulai dari penyidikan, penuntutan, sampai dengan pemeriksaan di 

pengadilan (Pasal 69A huruf d Undang-Undang Nomor 35 Tahun 

2014 Tentang Perlindungan Anak) 

Berdasarkan pemberian perlindungan dengan 

pendampingan pada setiap tingkat pemeriksaan mulai dari 

penyidikan, penuntutan, sampai dengan pemeriksaan di 

pengadilan berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Ipda Dwi 

Ari selaku kepala unit PPA Polres Mojokerto pemberian 

perlindungan dan pendampingan pada setiap tingkat pemeriksaan 

dimulai dari penyidikan penuntutan sampai dengan pemeriksaan 

di sidang pengadilan telah dilaksanakan sepenuhnya. Bentuk 

perlindungan dan pendampingan pada setiap tingkat pemeriksaan 

mulai dari penyidikan, penuntutan, sampai dengan pemeriksaan di 

pengadilan dilakukan dengan cara melakukan pendampingan 

kepada korban dan keluarga korban kekerasan seksual agar dapat 

terhindar dari ancaman yang bisa datang dan tersangka maupun 

keluarga tersangka selama proses penyidikan berlangsung 

sehingga korban dalam memberikan kesaksian rasa aman dan 

tanpa adanya tekanan dari pihak manapun.75 

Ketika korban tidak diberikan perlindungan semacam 

seperti ini maka akan ada kepentingan dari saksi dan ketakutan 

untuk memberikan keterangan karena adanya kekhawatiran dari 

korban bahwa tersangka akan membalas dendam maupun 

membahayakan jiwa keamanan korban dan jika tidak diberikan 

perlindungan maka korban akan merasa takut untuk memberikan 

keterangan dalam setiap peradilan pidana. Sehingga terkait 

dengan hak anak sebagai korban untuk mendapatkan 

perlindungan dan pendampingan pada setiap tingkat pemeriksaan 

mulai dari penyidikan, penuntutan, sampai dengan pemeriksaan di 

pengadilan telah dilaksanakan oleh Polres Mojokerto sesuai 

dengan yang diamanatkan dalam undang-undang perlindungan 
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anak pasal 69 A huruf d bahwa perlindungan semacam ini 

merupakan bentuk dukungan utama yang diperlukan oleh korban 

apabila diperlukan korban harus ditempatkan dalam suatu lokasi 

yang dirahasiakan dari siapapun demi untuk menjamin agar 

korban merasa aman. 

l. Mendapat Kediaman Baru (Pasal 5 ayat (1) huruf j  Undang-

Undang Perlindungan Saksi dan Korban) 

Penyidik Unit PPA Polres Mojokerto dalam hal perlindungan 

anak korban kekerasan seksual untuk mendapatkan tempat 

kediaman baru belum dapat diberikan.76 Hal tersebut dikarenakan 

tidak adanya biaya yang dianggarkan bagi para korban kekerasan 

seksual untuk memperoleh tempat kediaman yang baru sehingga 

hanya disediakan rumah aman (selther) yang diperuntukkan bagi 

korban agar lebih menjamin keselamatannya jika memang dari 

pihak pelaku maupun keluarga pelaku melakukan hal-hal yang 

membahayakan keselamatan jiwa korban. pihak kepolisian 

bekerjasama dengan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan 

Perempuan dan Anak (P2TP2A) untuk menyediakan rumah aman 

bagi korban. Rumah aman ini berada di daerah Pacet. Apabila 

keamanan yang sudah sangat mengkhawatirkan relokasi atau 

pemberian tempat baru pada korban layak dipertimbangkan agar 

ia dapat meneruskan kehidupannya tanpa adanya ketakutan yang 

berkepanjangan setelah memberikan kesaksian yang kemudian 

menjadikan seorang terdakwa dihukum karena kejahatan yang 

berat. 

Pihak kepolisian selalu berkomunikasi dengan para korban 

dalam usahanya untuk melaksanakan apabila keadaan sudah 

dirasa aman dan depresi atau kejiwaan korban telah membaik dan 

pihak korban ini dipulangkan ke rumahnya maka akan dilakukan 

pengawalan khusus sampai dengan korban berada di rumah 

dengan selamat dan dilakukan penjagaan atas rumah keluarga 

korban untuk menghindari kemarahan pihak keluarga pelaku. 

                                                           
76

 Wawancara dengan Penyidik Aipda Vita Zatziah, Unit PPA Polres Mojokerto, 3 Mei 2021 

Pukul 10.00 WIB di Ruang Unit PPA Polres Mojokerto 



 

 
 

86 
 

Selain melakukan pengamanan bagi korban pihak kepolisian juga 

bekerjasama dengan Dinas Sosial Mojokerto untuk 

mensosialisasikan pada masyarakat bahwa kasus kekerasan 

apapun bentuknya mulai dari kekerasan seksual, psikis, dan lain-

lain memang harus dilaporkan pada pihak kepolisian. Sosialisasi ini 

jadikan sebagai proses pembelajaran bersama dengan masyarakat 

agar semakin paham mengenai pentingnya melaporkan adanya 

suatu kekerasan yang menimpa dirinya atau orang lain. Kemudian 

tindakan yang dilakukan untuk korban yaitu di integerasikan 

kembali sehingga menyadarkan masyarakat bahwa korban ini 

tidak salah seperti apa yang dipikirkan masalah kebanyakan jadi 

korban jangan sampai diperlakukan berbeda dengan yang lain. 

Sesuai dengan yang telah diamanatkan pasal 5 ayat (1) 

huruf j Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang 

Perlindungan Saksi dan Korban terkait dengan hak korban untuk 

mendapat tempat kediaman baru dengan pertimbangan apabila 

keamanan korban sudah sangat mengkhawatirkan maka 

pemberian tempat kediaman baru kepada korban akan diberikan 

agar korban dapat meneruskan kehidupannya tanpa ketakutan. 

Berdasarkan atas penjelasan pasal tersebut maka yang dimaksud 

dengan tempat kediaman baru yaitu tempat tertentu yang bersifat 

sementara dan dianggap aman. Dalam hal ini pihak penyidik Unit 

PPA Mojokerto belum dapat melaksanakannya untuk memberikan 

hal tersebut tetapi pihak Unit PPA Polres Mojokerto telah 

memberikan hak kepada korban untuk tinggal di rumah aman 

atau shelter hingga batas waktu yang tidak ditentukan tergantung 

dengan keadaan psikologis korban apakah sudah mampu kembali 

ke rumahnya dan bersosialisasi kembali dengan lingkungan serta 

masyarakat sekitarnya demi melindungi dari ancaman pihak 

manapun yang akan membahayakan keselamatan jiwanya. 

m. Berhak mengajukan ke pengadilan berupa hak atas restitusi yang 

menjadi tanggung jawab pelaku kejahatan (Pasal 71D ayat (1)  

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 tentang 
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perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang 

Perlindungan Anak) 

Unit PPA Mojokerto belum memberikan hak anak untuk 

memperoleh ganti kerugian karena penyidik berpendapat bahwa 

mengenai restitusi ini kewenangan dari jaksa.77 Penyidik hanya 

sebatas untuk mencari dan mengumpulkan bukti yang terjadi dan 

menemukan tersangkanya. Berdasarkan keterangan dari penyidik 

tersebut dapat disimpulakan bahwa penyidik tidak memberitahu 

hak korban mengenai restitusi. Hal ini tidak sesuai dengan pasal 9 

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 Tentang 

Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak yang Menjadi Korban Tindak 

pidana yang berbunyi Pada tahap penyidikan, penyidik 

memberitahukan mengenai hak anak yang menjadi korban tindak 

pidana untuk mendapatkan restitusi dan tata cara pengajuannya. 

KUHAP juga mengatur mengenai ketentuan ganti rugi 

tetapi ketentuan yang ada dalam pasal 98 KUHAP tentang 

kemungkinan bagi korban untuk mendapatkan ganti kerugian 

sangatlah kurang karena ganti kerugian yang diperkenalkan yaitu 

yang telah dikeluarkan oleh para pihak yang dirugikan tersebut.78 

Perhatian KUHAP terhadap korban kekerasan berupa 

mempercepat proses untuk memperoleh ganti rugi yang 

dideritanya sebagai akibat perbuatan dengan cara 

menggabungkan perkara pidananya dengan perkara gugatan ganti 

kerugian yang pada dasarnya merupakan perkara perdata.79 

Dalam kasus kekerasan seksual tentunya hak untuk mendapatkan 

restitusi tidak dapat diukur dengan materi atas kerugian yang 

dialami korban. Selain diatur dalam KUHAP bentuk-bentuk ganti 

kerugian yang diderita oleh korban juga telah diatur dalam pasal 3 

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 Tentang 

Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak yang Menjadi Korban Tindak 

pidana yang menyatakan bahwa bentuk ganti kerugian dapat 
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berupa ganti kerugian atas kehilangan kekayaan, ganti kerugian 

atas penderitaan sebagai akibat tindak pidana, penggantian biaya 

perawatan medis dan/atau psikologis.  

Seharusnya penyidik memberitahu korban mengenai hak 

restitusi yang semestinya didapatkan. Hal ini diatur dalam pasal 

pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 Tentang 

Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak yang Menjadi Korban Tindak 

Pidana. Walaupun ganti kerugian dalam bentuk materi dirasakan 

tidak sebanding dengan penderitaan yang dialami oleh korban 

kekerasan seksual akan tetapi salah satu bentuk ganti kerugian 

materiil yang berupa restitusi diperlukan karena bentuk ganti 

kerugian ini akan mencerminkan tanggung jawab pelaku atas 

kekerasan seksual yang telah dilakukan dengan wujud pemberian 

hukuman berupa ganti kerugian kepada pihak korban maupun 

keluarga korban. Demikian hak korban kekerasan seksual untuk 

mendapatkan ganti rugi dan restitusi yang telah diatur dalam 

KUHAP dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 Tentang 

Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak yang Menjadi Korban Tindak 

pidana ini kenyataannya belum dilaksanakan serta diterapkan oleh 

penyidik Polres Mojokerto. 

 

C. Kendala dalam memberikan perlindungan hukum anak 

korban kekerasan seksual oleh Lembaga  Pendampingan 

perempuan dan Anak dan Kepolisian Resor Mojokerto 

1. Kendala yang dihadapi Oleh LPPA Bina Annisa 

Paragraf di bawah ini akan menjelaskan mengenai beberapa 

kendala yang dihadapi oleh LPPA Bina Annisa. Berdasarkan hasil 

wawancara yang telah dilakukan oleh penulis dengan advokat LPPA 

Bina Annisa maka beberapa yang menjadi kendala yaitu 

a. Pendataan 

Kasus yang ditangani oleh LPPA Bina Annisa dalam ranah 

pidana dan perdata. Setiap tahunnya, jumlah kasus tersebut 200-

300. Jumlah kasus yang masuk ke LPPA Bina Annisa tіdak hanya 

kasus tentang kekerasan seksual terhadap anak. Kasus-kasus 
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tersebut berkіsar pada kekerasan terhadap perempuan dan anak. 

Jumlah tersebut juga dіpengaruhі dengan karakterіstіk masіng-

masіng darі kasus-kasus tersebut. Karakterіstіk sepertі umur dan 

pendіdіkan korban serta pelaku yang mana mengakіbatkan dalam 

penanganannya membutuhkan pendekatan yang sesuaі. Perlu 

dііngat, selaіn kasus terhadap anak dі LPPA Bina Annisa juga 

menanganі kasus kekerasan terhadap orang dewasa sehіngga 

dengan banyaknya jumlah kasus yang masuk menyebabkan 

terjadіnya kesulіtan penсatatan atau pendataan dі LPPA Bina 

Annisa. Kendala іnі dіperburuk dengan terjadіnya penіngkatan 

penerіmaan kasus oleh LPPA Bina Annisa darі tahun ke tahun.80  

Dalam hal penataan berkas, advokat tidak koordinasi terlebih 

dahulu kepada Arian Darmawan yang merupakan divisi seketaris. 

Ketika pencari keadilan datang ke LPPA Bina Annisa, advokat akan 

meminta pencari keadilan untuk mengisi formulir dan 

menceritakan kronologis kasus. Setelah itu, data kasus tersebut 

sudah dicatat di buku, surat tersebut akan masuk ke pimpinan 

guna meminta persetujuan mengenai kasus tersebut akan 

ditangani oleh LPPA Bina Annisa atau tidak dan menentukan 

advokat untuk mendampingi pencari keadilan. Advokat akan 

memberikan pendampingan selama proses peradilan. Kementerian 

Hukum dan HAM meminta data mengenai perkembangan kasus 

yang ditangani oleh Bina Annisa. Bidang sekertaris kesulitan untuk 

mengetahui perkembangan kasus tersebut dikarenakan advokat 

tidak koordinasi dengan bidang sekertaris.  

Upaya yang dilakukan oleh LPPA Bina Annisa untuk mengatasi 

kendala tersebut dengan cara pihak advokat selalu koordinasi 

dengan divisi sekertaris mengenai perkembangan kasus yang 

tanganinya. Adanya sikap saling koordinasi tersebut dapat 

membantu tugas masing-masing divisi dan mempermudah urusan 

dengan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. 
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b. Perbedaan Pendapat 

Manusia sebagai makhluk sosial yang membutuhkan interaksi 

dengan orang lain baik hubungan pribadi maupun bisnis yang 

kemudian menimbulkan suatu reaksi. Adanya interaksi dapat 

membantu manusia untuk mencapai tujuannya serta akan 

berusaha secara maksimal untuk mendapatkanya. Reaksi yang 

ditimbulkan dari interaksipun dapat berupa positif atau negartif. 

Perbedaan pendapat merupakan sesuatu hal yang biasa terjadi di 

masyarakat termasuk antara advokat LPPA Bina Annisa dengan 

keluarga korban.81 Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya 

perbedaan pendapat atau tidak sepemikiran karena setiap orang 

memiliki pola pikir yang berbeda-beda dalam mencapai tujuannya. 

Selain itu, setiap orang juga memiliki kepentingan yang berbeda-

beda. Perbedaan karakter juga mempengaruhi perbedaan 

pendapat. Seseorang yang memiliki karakter keras kepala selalu 

berusaha agar tujuannya tercapai tanpa mendengarkan pendapat 

orang lain. Upaya untuk mengatasi perbedaan pendapat tersebut 

yaitu mencari win-win solution. Cara ini sangat efektif digunakan 

karena mencari solusi yang dapat menguntungkan kedua belah 

pihak tanpa adanya kerugian. 

2. Kendala yang dihadapi oleh Kepolisian Resor Mojokerto 

Paragraf di bawah ini akan menjelaskan mengenai beberapa 

kendala yang dihadapi oleh Polres Mojokerto. Berdasarkan hasil 

wawancara yang telah dilakukan oleh penulis dengan penyidik 

polres Mojokerto maka ada kendala dalam memberikan 

perlindungan anak korban kekerasan seksual. Adapun kendala 

yang dihadapi oleh penyidik yaitu tidak kooperatifnya korban 

sebagai saksi sekaligus korban itu sendiri yang menyebabkan 

terhambatnya eksekusi apa yang sebaiknya dilakukan untuk 

melindungi anak sebagai korban kekerasan seksual.82 Korban 
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yang merupakan anak-anak sering kesulitan untuk dimintai 

keterangan karena ketidakpahaman, ketakutan dan rasa traumatis 

yang berlebih. Penyidik di Unit PPA Polres Mojokerto apabila 

melakukan penyidikan terhadap korban anak, dapat memakan 

waktu setengah hari untuk satu pertanyaan, dimana dalam tanya 

jawab tersebut, penyidik harus membujuknya seperti dengan 

diberikan permen terlebih dahulu agar si anak mau menjawab 

pertanyaan yang diajukan oleh penyidik. Upaya penyidik untuk 

mengatasi hal tersebut yaitu penyidik harus mengetahui kondisi 

psikologis anak. Apabila korban memang belum siap untuk 

bercerita maka penyidik dapat meminta bantuan kepada psikolog 

atau psikiater untuk memulihkan traumanya. 

Pihak keluarga korban juga tidak kooperatif karena 

menganggap bahwa kekerasan seksual terhadap korban 

merupakan suatu hal yang tabu dan aib sehingga tidak perlu 

untuk dilaporkan. Pemahaman yang kurang atas penjaminan 

kerahasiaan korban kekerasan secara seksual, juga menjadi salah 

satu penyebab enggannya pihak keluarga melapor. Ada 

kekhawatiran yang dimiliki bahwa apabila identitas anak korban 

kekerasan seksual diketahui oleh banyak pihak, maka 

memungkinkan menjadikan si anak korban mengalami 

perundungan maupun dipandang rendah oleh orang lain. Upaya 

untuk mengatasi kendala ini yaitu pihak penyidik harus berusaha 

meyakinkan kepada pihak korban bahwa apapun yang berkaitan 

dengan korban seperti identitas akan dirahasiakan. Penyidik juga 

dapat mengedukasi kepada keluarga korban mengenai hukum 

yang ada di masyarakat sehingga selain perkara korban 

terselesaikan, keluarga korban juga mendapat edukasi mengenai 

hukum. 
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BAB IV 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan pembahasan permasalahan pada Bab IV yang 

dibahas sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai 

berikut: 

1. Perlindungan hukum diperlukan untuk dapat 

mengkoordinasikan kepentingan-kepentingan satu sama lain, 

sebagai upaya pemenuhan hak dan pemeberian bantuan untuk 

menjamin rasa aman bagi anak yang menjadi korban kekerasan 

seksual. Perlindungan hukum yang dilakukan oleh LPPA Bina 

Annisa merupakan bentuk sukarela untuk membantu 

masyarakat. Lembaga bantuan hukum ini hanya bekerjasama 

dan tidak menggantikan peran, tugas dan kedudukan Unit 

Perlindungan Perempuan dan Anak Polres Mojokerto. Bentuk 

perlindungan hukum yang dilakukan oleh LPPA Bina Annisa 

dilakukan sesuai visi dan misinya. Bentuk perlindungan hukum 

yang di berikan oleh bentuk perlindungan yang diberikan oleh 

Lembaga Pendampingan Perempuan dan Anak Bina Annisa 

meliputi pendampingan hukum mulai tahap di kepolisian sampai 

di pengadilan, sosialisasi hukum, kampanye hukum. Sedangkan 

kepolisian merupakan garda dalam pelaporan kekerasan 

seksual seperti harus tegas dalam menindaklanjuti laporan 

kasus. Kepolisian memiliki peran berupa kekuasaan umum 

menangani kriminal di seluruh wilayah negara. Bentuk 

perlindungan hukum yang di berikan oleh Unit Pelayanan 

Perempuan dan Anak (UPPA) Polres Kabupaten Mojokerto 

terhadap anak sebagai korban Kekerasan Seksual meliputi :  

a. Pada tahap penyidikan yang harus dilakukan oleh   

penyidik perempuan yang tidak memakai pakaiaan dinas, 

tidak memakai toga atau atribut kedinasan dan sebisa 

mungkin dilakukan pada ruangan khusus.  

b. Identitas korban yang harus dirahasiakan 
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c. Memberikan keleluasaan terhadap korban untuk 

didampingi oleh orang tua atau orang yang dipercaya.  

d. Secepatnya melakukan penanganan pada laporan yang 

masuk pada Unit PPA Polres Mojokerto 

e. Kemudahan dalam mendapatkan informasi mengenai 

perkembangan perkara  

f. Ikut serta dalam memilih dan menentukan bentuk 

perlindungan dan dukungan keamanan  

g. Memberikan keterangan tanpa tekanan  

h. Mendapat penerjemah  

i. Berhak mendapatkan bantuan hukum dan bantuan 

lainnya  

j. Mengetahui dalam hal terpidana  

k. Perlindungan dan pendampingan pada setiap tingkat 

pemeriksaan mulai dari Penyidikan sampai pengadilan 

 

2. Dalam memberikan perlindungan hukum anak korban 

kekerasan seksual, LPPA Bina Annisa memiliki beberapa 

kendala yaitu kesulitan dalam pendataan kasus yang 

disebabkan kompleks dan banyaknya jumlah kasus yang masuk 

ke LPPA Bina Annisa dan perbedaan pendapat. Sedangkan 

kendala yang dihadapi oleh Unit Pelayanan Perempuan dan 

Anak (UPPA) Polres Mojokerto sebagai penyidik dalam 

memberikan perlindungan hukum terhadap anak sebagai 

korban kekerasan seksual yaitu tidak kooperatifnya korban 

sebagai saksi sekaligus korban itu sendiri menyebabkan 

terhambatnya eksekusi dan menganggap kasus kekerasan 

seksual merupkan hal yang tabu sehingga dapat memperlamat 

proses penanganan perkara di kepolisian. 

B. Saran 

Dalam rangka memberikan perlindungan hukum terhadap anak 

korban kekerasan seksual, maka penulis memberikan saran 

sebagai berikut: 
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1. Unit PPA Polres Mojokerto berkewajiban harus lebih berusaha 

semaksimal mungkin dalam upaya pemberian perlindungan 

hukum terhadap anak korban kekerasan skesual 

2. Diharapkan LPPA Bina Annisa terus memperjuangkan hak-hak 

korban beserta mengedukasi korban dan keluarga korban 

mengenai sadar hukum 

3. Untuk anak korban maupun keluarganya diharapkan berani 

untuk melaporkan kejadian tersebut, agar nantinya kasus 

tersebut bisa ditindak lanjuti oleh aparat yang berwenang  

4. Untuk masyarakat agar lebih bersikap proaktif dalam menjaga 

keamanan dan ketentraman di lingkungan agar kekerasan 

seksual terhadap anak bisa dicegah 
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